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MOTTO 

 

تُمۡ وَهُوَ  مَعَكُمۡ ايَۡنَ مَا كُن ۡ  … 

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.” (Q.S Al-Hadid: 4) 

 

 … اَلََٓ اِنَّ نَصْرَ اللّهِٰ قَريِْب  

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.” (Q.S Al-Baqarah: 214) 

 

“Manusia hebat bukan hanya dengan kepintarannya, 

namun terus belajar dan berproses, itulah definisi yang sesungguhnya.” 

-Yusmatuhfa Ratih Salama- 
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ABSTRAK 

ANALISIS PENGGUNAAN DISKON BERSYARAT DALAM METODE 

PEMBAYARAN ONLINE FOOD DELIVERY DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF SYARIAH 

 

YUSMATUHFA RATIH SALAMA 

 

Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14.5 Sleman, Yogyakarta 

 

yusmatuhfaratihsalama@gmail.com 

 

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin pesat. Kehadiran Online Food 

Delivery membantu masyarakat dalam memudahkan pemesanan makanan melalui 

online, tanpa perlu datang langsung ke merchant. Pada masing-masing aplikasi 

Online Food Delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, yang tidak asing 

bagi masyarakat Indonesia, tentu memiliki syarat yang berbeda. Salah satunya 

dalam metode pembayaran yang digunakan konsumen ketika hendak memesan 

makanan melalui aplikasi tersebut. Metode pembayaran seperti e-wallet, paylater, 

kartu debit dan kredit bank konvensional, kartu debit dan kredit bank syariah, serta 

pembayaran menggunakan bank digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengenai penggunaan diskon bersyarat pada metode pembayaran Online Food 

Delivery yang ditinjau dari perspektif syariah. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

normatif, studi kepustakaan. Penelitian ini mengambil data yang bersumber dari Al-

Qur’an, Hadis, buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, serta pendapat pakar ulama fiqih 

muamalah melalui media internet. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

diperbolehkan menggunakan diskon bersyarat dalam metode pembayaran Online 

Food Delivery hanya dengan e-wallet syariah seperti LinkAja Syariah, kartu debit 

maupun kredit yang diterbitkan oleh bank syariah, serta bank digital syariah seperti 

Bank Jago Syariah. 

 

Kata Kunci: Online Food Delivery, Diskon Bersyarat, Perspektif syariah 

 

 

 

 

 

 

mailto:yusmatuhfaratihsalama@gmail.com


 

ix 
 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE USE OF CONDITIONAL DISCOUNTS IN ONLINE 

FOOD DELIVERY PAYMENT METHODS FROM A SHARIA 

PERSPECTIVE 

YUSMATUHFA RATIH SALAMA 

 
Islamic Economics Study Program, Department of Islamic Studies, Faculty of Islamic 

Studies, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14.5 Sleman, Yogyakarta  

yusmatuhfaratihsalama@gmail.com 

 

Technological developments have been rapidly advancing over time. The 

emergence of online food delivery services has helped people order food online, 

without having to go directly to the merchant. Each online food delivery 

application, such as GoFood, GrabFood, and ShopeeFood, which are familiar to 

Indonesians, has different requirements. One of these requirements is the payment 

method used by consumers when ordering food through these applications. 

Payment methods include e-wallets, paylater, conventional bank debit and credit 

cards, Islamic bank debit and credit cards, and digital bank payments. This study 

aims to determine the use of conditional discounts on Online Food Delivery 

payment methods from a Sharia perspective. The methods used in this study are 

qualitative research with a descriptive, normative, and literature study approach. 

This study collected data from the Qur'an, Hadith, books, journals, DSN-MUI 

fatwas, and the opinions of fiqh muamalah scholars via the internet. The results of 

this study conclude that it is permissible to use conditional discounts in the Online 

Food Delivery payment method only with Sharia e-wallets such as LinkAja 

Syariah, debit and credit cards issued by Sharia banks, and Sharia digital banks such 

as Bank Jago Syariah. 

 

Keywords: Online Food Delivery, Conditional Discounts, Sharia Perspective 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pendahuluan 

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian 

Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai 

tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil 

penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan 

pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum 

seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional. 

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena 

huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut 

penjelasannya (Al-Qur’an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia 

mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan 

pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang 

meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai 

dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah 

Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun 

pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional. 

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas 

beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan 

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim 

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas 

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi 

Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) 
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Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno 

M.Ed. 

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, 

Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting 

dan strategis karena: 

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya 

pembangunan yang semakin cepat. 

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan 

Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya 

peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi 

setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena 

amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di 

Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf 

Arab.Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga 

merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, 

khususnya umat Islam di Indonesia. 

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi 

lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang 

baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. 

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama 

ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.Usaha 

penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, 

namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat 

Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar 

menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan 

dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk digunakan secara nasional. 
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Pengertian Transliterasi 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

Prinsip Pembakuan 

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip 

sebagai berikut: 

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan 

padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar 

“satu fonem satu lambang”. 

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. 

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab- 

Latin ini meliputi: 

1. Konsonan 

2. Vokal (tunggal dan rangkap) 

3. Maddah 

4. Ta’marbutah 

5. Syaddah 

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 

7. Hamzah 

8. Penulisan kata 

9. Huruf kapital 

10. Tajwid 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  
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Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

b. Vokal Rangkap 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf 

sebagai berikut: 

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba كَتَبَ  -

 fa`ala   فَ عَلَ  -

 suila   سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā رَمَى   -

 qīla قيِْلَ  -
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 yaqūlu   يَ قُوْلُ  -

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup. Ta’ marbutah hidup atau yang 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati. Ta’ marbutah mati atau yang mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرَةُ  -

 talhah طلَْحَةْ  -

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ   -

 al-birr  البُِّ  -

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas: 
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a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di 

depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu الرَّجُلُ  -

 al-qalamu  الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الَْْلَالُ  -

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un  شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
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8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

خَيُْْ الرَّازقِِيَْ وَ إِنَّ اللهَ فَ هُوَ  -  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا -

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

lillāhi rabbil `ālamīn 

الرَّحِيْمِ الرَّحْْنِ  -   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًا - ي ْ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an لِلِ ِ الأمُُوْرُ جََِ



 

xix 
 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah 

Swt., atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat 

pada Metode Pembayaran Online Food Delivery ditinjau dari Perspektif 

Syariah” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, transaksi jual beli online mengalami 

perkembangan yang pesat. Semenjak adanya aplikasi e-commerce, terbukti 

memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli secara online, baik itu 

berupa makanan, atau barang. Hanya dengan bantuan aplikasi pada 

smartphone, transportasi yang diinginkan sudah datang dan siap 

mengantarkan ke tempat tujuan. Menurut laporan Momentum Works, 

Indonesia merupakan pasar layanan pesan-antar makanan daring (Online 

Food Delivery) terbesar di Asia Tenggara pada 2024. Sepanjang 2024, nilai 

transaksi bruto (Gross Merchandise Value) layanan tersebut di Indonesia 

mencapai US$5,4 miliar atau sekitar Rp84,67 triliun (asumsi kurs 

Rp15.680/US$), hal ini berasal dari 3 platform utama, yakni GrabFood, 

GoFood, dan ShopeeFood. (Yonatan, 2025) 

 

Sumber: website katadata, diakses pada tanggal 18 November 2025            

Gambar 1 Aplikasi pemesanan makanan online terpopuler 

Aplikasi survei online Jakpat merilis laporan berjudul Consumer 

Behavior in Online Food Delivery 2025 yang melibatkan 1.343 responden 

pengguna Jakpat App Mobile pada periode 13–14 Maret 2025. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji perilaku konsumsi makanan secara daring di 
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Indonesia, termasuk kebiasaan serta pengalaman masyarakat dalam memesan 

makanan berat, makanan ringan, dan minuman. Hasil survei menunjukkan 

bahwa GoFood menjadi platform yang paling sering digunakan pada awal 

2025 dengan persentase 38% responden, yang mayoritas penggunanya 

berasal dari generasi X. Selanjutnya, ShopeeFood dipilih oleh 29% 

responden, dengan dominasi pengguna dari kalangan generasi Z. Sementara 

itu, GrabFood menempati posisi berikutnya dengan tingkat penggunaan 

sebesar 27%, dan sisanya sebanyak 4% responden menggunakan aplikasi 

pesan antar makanan daring lainnya. (Baihaqi, 2025) 

Layanan Online Food Delivery (OFD) semakin dikenal oleh banyak 

masyarakat, terutama ketiga aplikasi yang sudah familiar di Indonesia, yaitu 

GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Memesan makanan melalui jasa OFD 

(Online Food Delivery) sangat mudah yaitu hanya dengan menggunakan 

handphone, kemudian memilih resto/warung dengan menu yang sudah 

disediakan, lalu memilih makanan yang diinginkan dan banyaknya jumlah 

pesanan, setelah itu masukan alamat pengiriman dan pilih metode 

pembayaran lalu klik ‘order’, pesanan akan diantarkan ke alamat pengiriman 

yang sudah diatur diawal oleh pengguna OFD. (Agus Salihin, 2021) 

 

Sumber: website databos, diakses pada tanggal 18 November 2025           

Gambar 2 Alasan menggunakan aplikasi Online Food Delivery 

Berdasarkan survei Snapcart terhadap sekitar 4.800 responden di 

Indonesia, tercatat bahwa 73% pernah memakai layanan pesan-antar 
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makanan online pada awal 2025. Dari jumlah tersebut, 27% memilih layanan 

ini karena tertarik oleh promo dan potongan harga, 26% menggunakannya 

berkat kemudahan serta kenyamanannya, sementara 25% lainnya 

memanfaatkan layanan tersebut karena tidak ada waktu untuk memasak. 

(Nabilah Muhamad, 2025) 

Peneliti memilih jenis makanan martabak untuk pengambilan data 

berdasarkan berikut ini : 

 

Sumber: website GoodStats, diakses pada tanggal 10 Juli 2025            

Gambar 3 Camilan favorit gen z 

Jakpat melakukan survei Consumer Behaviour in Online Food Delivery 

pada 13–14 Maret 2025 melibatkan 1.343 responden. Dari jumlah tersebut, 

659 orang memesan camilan secara online. Di kalangan Gen Z, martabak 

menjadi camilan paling favorit (43%) karena mudah dipesan, bercita rasa 

lokal, terjangkau, dan mengenyangkan. (RD Sinta, 2025). 

Peneliti memilih subjek tambahan untuk mengambil data secara online 

melalui aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood di Martabak King 

Amygos Jl. Candi Gebang. Alasan peneliti mengambil data tersebut karena 

rating Martabak Amygos cukup tinggi pada ketiga aplikasi Online Food 

Delivery, serta martabak ini buka dari pukul 09.00-00.00 WIB. Nama “King 

Amygos” dipilih karena memiliki makna khusus bagi Dani. Usaha martabak 

ini berdiri sejak 2010 dan mulai membuka cabang pertama pada 2015. Kini 

di Yogyakarta terdapat 16 cabang dengan 32 karyawan, menghasilkan omzet 

sekitar Rp400 juta per bulan. Untuk memudahkan pelanggan, Dani juga 
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memasarkan produknya melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. (Alya, 

2022) 

Selain praktis, layanan Online Food Delivery juga menawarkan banyak 

diskon. Salah satu diskon yang ditawarkan ketiga aplikasi Online Food 

Delivery tersebut yaitu diskon bersyarat. Diskon bersyarat adalah diskon yang 

diberikan kepada pembeli melalui persyaratan tertentu. Contoh diskon 

bersyarat yaitu diskon 30% dengan minimal transaksi pembelian sebesar 

50.000 menggunakan metode pembayaran tertentu seperti dompet digital e-

wallet, paylater, bank digital, atau dengan menggunakan kartu pembayaran 

debit dan kredit.  Meskipun diskon bersyarat ini memberikan keuntungan bagi 

konsumen, perlu diperhatikan untuk penerapannya dalam dunia jual beli 

secara online sesuai perspektif ekonomi syariah. Dalam sudut pandang 

ekonomi syariah, tentunya sangat mementingkan prinsip transparansi, 

keadilan, serta tidak adanya unsur yang merugikan pihak manapun, baik 

produsen maupun konsumen.  

Pada dasarnya, jual beli online menggunakan sistem pembayaran tunai 

(cash on delivery) diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang 

diharamkan, baik riba, gharar, ataupun maysir. Transparansi dari pihak 

merchant dengan memberikan deskripsi atau gambar pada aplikasi Online 

Food Delivery, terhitung sudah memenuhi unsur transparansi yang 

diperbolehkan dalam Islam (Makmuriyah, 2023). Namun, yang menjadi 

persoalan adalah jika menggunakan pihak ketiga dalam melakukan transaksi 

jual beli online, yaitu pihak perbankan dimana bank sebagai penampung dana 

baik dari dompet digital, maupun dari pembayaran yang lainnya. Hadirnya 

pihak ketiga ini tentu menjadi keresahan terkait dengan permasalahan isu 

munculnya riba, terutama yang menggunakan sistem bunga di dalam 

transaksi tersebut.  

Maka dari itu, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai Analisis 

Penggunaan Diskon Bersyarat Dalam Metode Pembayaran Online Food 

Delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood untuk memastikan bahwa 
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praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan 

keadilan dalam setiap transaksi jual beli.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana penggunaan diskon bersyarat 

dalam metode pembayaran Online Food Delivery ditinjau dari perspektif 

syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk menjelaskan mengenai penggunaan diskon bersyarat dalam 

pembayaran Online Food Delivery ditinjau dari perspektif syariah.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat mengetahui tentang mekanisme diskon bersyarat seperti 

dengan metode pembayaran tertentu yang sering digunakan 

dalam strategi pemasaran oleh aplikasi online, ditinjau dari 

perspektif syariah, terkait dengan unsur keadilan, transparansi, 

serta tidak adanya gharar, maysir, dan riba.  

b. Dapat memberikan pemahaman terkait dengan penerapan 

prinsip-prinsip syariah dalam bisnis digital, khususnya pada 

aplikasi Online Food Delivery seperti GoFood, GrabFood, 

ShopeeFood. 

2. Manfaat Praktis  

a. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat jika terbukti 

penggunaan diskon bersyarat dalam metode pembayaran aplikasi 

Online Food Delivery sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Hal ini menjadikan masyarakat nyaman dan tenang jika 

hendak menggunakan diskon bersyarat tersebut. 
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b. Membantu para pelaku bisnis terutama yang sedang melayani 

konsumen masyarakat muslim, untuk memahami lebih dalam 

mengenai praktik diskon bersyarat yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Pada pembahasan Bab II ini, peneliti telah menemukan beberapa kajian 

yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik 

“Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat Dalam Metode Pembayaran Online 

Food Delivery Ditinjau Dari Perspektif Syariah”. Berikut ini adalah beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik peneliti. 

Salsabila & Muchlis (2025) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Gopaylater Dalam 

Transaksi Makanan (Go-Food)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam tentang penggunaan gopaylater dalam transaksi 

makanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif berupa studi literatur yaitu pengumpulan data berdasarkan referensi 

yang relevan. Sumber data yang diambil berupa artikel, jurnal, buku serta 

informasi pada internet berdasarkan topik pembahasan. Hasil dari penelitian 

ini adalah penggunaan gopaylater terdapat potensi riba karena adanya 

tambahan biaya layanan dalam pemakaian gopaylater untuk pembayaran 

pada fitur layanan pesan antar (Go-Food). 

Ardiningrum et al. (2022) melakukan penelitian yang berjudul 

“Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam: Bagaimana 

Pandangan Ulama dan Fatwa MUI?” dengan tujuan mengkaji secara lebih 

mendalam ketentuan hukum penggunaan e-wallet dalam perspektif syariah 

dengan merujuk pada berbagai literatur yang telah ada sebelumnya. Penelitian 

ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa seorang muslim diperbolehkan menggunakan e-

wallet sesuai dengan syariah Islam seperti yang tercantum pada Fatwa DSN 

MUI. Fatwa tersebut juga berperan dalam mengatur hubungan hukum antara 

para pihak yang terlibat dalam transaksi e-wallet, sekaligus menetapkan 

prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi selama proses transaksi 
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berlangsung. Hingga saat ini, hanya terdapat satu e-wallet yang beroperasi 

dengan prinsip syariah, yaitu LinkAja Syariah, yang telah memperoleh 

sertifikasi dari MUI. 

Ahmad Rifai, Tutik Hamidah (2024) melakukan penelitian yang 

berjudul “Shopee Paylater Dalam Perspektif Al-Qur’an (Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia)” dengan tujuan untuk mengetahui perspektif syariah 

tentang praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan 

praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater dari sudut pandang hukum 

Islam, dengan menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

normatif untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan permasalahan yang 

dipertimbangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek 

Shopee Paylater terdapat unsur riba yaitu tambahan suku bunga setiap bulan 

dan tambahan biaya denda keterlambatan.  

Firda et al. (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan 

Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan 

Transaksi” dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja bank 

syariah dan bank konvensional dalam melaksanakan transaksi. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan 

(library research) yang mengambil referensi dari buku, jurnal, artikel untuk 

pengumpulan data dan sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya perbedaan jelas antara perbankan syariah dan konvensional. Bank 

syariah bertransaksi tanpa bunga dan berlandaskan prinsip syariah yang bebas 

dari riba, maysir, gharar, zalim, serta objek haram. Sementara itu, bank 

konvensional menjalankan transaksi sesuai prosedur umum yang diatur oleh 

Undang-Undang. Secara ringkas, perbankan syariah beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah, sedangkan perbankan konvensional mengikuti ketentuan 

regulasi yang berlaku. 

Haikal et al. (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Prinsip-

prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah” 
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dengan tujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam 

Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya terkait larangan riba, 

penerapan sistem bagi hasil dan risiko, serta pelarangan investasi yang 

dianggap tidak etis maupun tidak bermoral. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dari 

literatur terkait, dokumen hukum, dan publikasi resmi yang terkait dengan 

perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip 

hukum ekonomi syariah dirancang untuk membangun sistem ekonomi yang 

adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Larangan riba, 

penerapan bagi hasil, serta penolakan terhadap investasi yang tidak etis 

menjadi landasan utama bagi operasional bank syariah. Kesimpulannya, 

pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip tersebut dalam Undang-

Undang Perbankan Syariah sangat penting agar bank syariah dapat 

menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dan berkontribusi 

lebih besar pada inklusi keuangan, pembangunan berkelanjutan, dan 

kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam. 

Uyun (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Maqashid 

Syariah Pada Bank Digital (Studi Pada Bank Jago Syariah)” dengan tujuan 

untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah pada Bank Jago Syariah yang 

merupakan salah satu Bank Digital Syariah di Indonesia. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan studi 

pustaka (library research). Dalam penelitian ini, informasi terkait dengan 

objek penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, 

buku, artikel, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank 

Jago Syariah mampu menjalankan operasionalnya dengan tetap berpegang 

pada prinsip-prinsip syariah serta mengikuti fatwa DSN-MUI. Bank ini 

dinilai memenuhi lima prinsip maqashid syariah meliputi penjagaan agama, 

jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hal ini tercermin dari produk dan layanan 

yang ditawarkan, bukan hanya sesuai syariah namun juga mendukung 

terpenuhinya seluruh aspek maqashid tersebut. 
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Arifin et al. (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan 

E-Wallet (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat)” 

dengan tujuan untuk mengetahui skema transaksi yang terjadi pada e-

commerce dengan menggunakan e-wallet yang mendapatkan manfaat 

bersyarat serta tinjauan hukum bisnis Islam terhadap e-commerce dengan 

menggunakan e-wallet yang mendapatkan manfaat bersyarat. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan 

data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet dalam transaksi e-

commerce untuk memperoleh manfaat tambahan dipandang berbeda oleh 

para ahli ekonomi Islam. Sebagian membolehkan karena akad yang 

digunakan dianggap sebagai akad sharf atau ijarah, sementara sebagian lain 

melarang karena menilainya sebagai akad qard bersyarat yang termasuk riba. 

Peneliti cenderung mendukung pendapat yang melarang karena dinilai lebih 

kuat. 

Istiqom Shinta Hardiyanti et al. (2024) melakukan penelitian yang 

berjudul “Analysis of The DSN MUI Fatwa on Sharia Electronic Money from 

the Perspective of Qiyas (Study on The LinkAja Sharia Application)” dengan 

tujuan untuk menganalisis isi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 

tentang uang elektronik Syariah dari perspektif qiyas pada kasus aplikasi 

LinkAja Syariah.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa LinkAja Syariah merupakan pengembangan 

dari aplikasi LinkAja yang dirancang khusus agar seluruh transaksinya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem operasional dan mekanisme 

pembayarannya mengikuti ketentuan transaksi tunai dan transfer antarbank 

dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, penggunaan dompet digital 

melalui LinkAja Syariah dinilai boleh (mubah) karena telah memenuhi syarat 

serta ketentuan qiyas. 
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Berdasarkan tinjauan literatur di atas, didapatkan bahwa terdapat 

persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu kesamaan dalam metode yang digunakan. Penelitian 

sebelumnya menggunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif, normatif, serta studi kepustakaan. Di samping itu, terdapat 

perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu 

pada indicator yang digunakan. Penelitian terdahulu membahas tentang 

manfaat bersyarat, hukum penggunaan e-wallet, paylater, Bank Digital 

syariah, serta hukum perbankan konvensional dan syariah. Sedangkan, 

peneliti tidak menemukan hukum penggunaan diskon pada metode 

pembayaran Online Food Delivery, serta peneliti membahas satu per-satu 

hukum penggunaan e-wallet, paylater, kartu pembayaran baik debit maupun 

kredit bank konvensional dan bank syariah, serta pembayaran menggunakan 

bank digital. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik mengangkat penelitian 

yang berhubungan dengan penggunaan diskon bersyarat dalam metode 

pembayaran Online Food Delivery ditinjau dari perspektif syariah. 

 

B. Landasan Teori 

1. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli  

Dalam fiqih, Al-bai' merupakan yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. 

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah tukar 

menukar sesuatu yang diinginkan secara sepadan melalui cara 

tertentu yang bermanfaat (Prilla Kurnia Ningsih, 2021). Jual beli 

juga bisa disebut sebagai proses atau transaksi di mana barang, 

jasa, atau hak dimiliki oleh satu pihak dan ditransfer ke pihak lain 

dengan imbalan atau pembayaran tertentu. Salah satu jenis 

kegiatan ekonomi yang sangat dikenal dan dilakukan oleh 

masyarakat adalah jual beli.  Pihak yang terlibat langsung dalam 

proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Orang yang 
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menawarkan barang, jasa, atau hak untuk dijual adalah penjual, 

dan orang yang membelinya dengan membayar harga yang telah 

disepakati adalah pembeli. (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023). 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli 

adalah proses tukar menukar harta antara dua orang terhadap 

barang bernilai dengan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan 

bersama dan dibenarkan oleh syara’.  

b. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Menurut ulama jumhur ulama’ berpendapat bahwa rukun 

jual beli ada  empat, yaitu (Putri, 2024):  

1) Al-muta’aqidain (penjual dan pembeli) 

 Dalam jual beli, pihak yang melakukan akad harus 

memiliki kemampuan hukum yang cukup. Secara umum, 

seseorang yang melakukan transaksi harus sudah 

mumayyiz, yaitu mampu membedakan yang baik dan 

buruk.  Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, status 

mumayyiz dimulai dari usia tujuh tahun. Oleh karena itu, 

akad yang dianggap tidak sah yaitu akad dilakukan oleh 

anak kecil yang belum mencapai usia tersebut, orang gila, 

atau mereka yang tidak memiliki kecakapan hukum. 

2) Sighat (Ijab dan Qabul) 

Sighat atau ijab qabul adalah pernyataan dari kedua 

belah pihak yang menegaskan kesepakatan dalam transaksi. 

Menurut Wahbah al-Zuhaili akad adalah pertemuan antara 

ijab dan qabul yang disahkan oleh syariat, sehingga 

menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang 

diperjualbelikan. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara 

lisan, tulisan, surat menyurat, isyarat yang jelas, atau 

tindakan yang sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli. 

(Putri, 2024). Transaksi dilakukan melalui media perantara 

seperti surat elektronik, telepon, atau aplikasi e-commerce. 
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Para ulama sepakat bahwa akad yang dilakukan melalui 

perantara tetap sah selama terdapat kesesuaian yang jelas 

antara ijab dan qabul. Selain itu, tujuan akad juga harus 

jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ijab dan 

qabul harus dilakukan dalam satu majelis, yang secara 

konteks transaksi online disebut sebagai majelis virtual.  

Menurut Wahbah al-Zuhaili, majelis dapat berupa 

komunikasi jarak jauh, seperti melalui telepon atau surat. 

Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, 

mereka dapat melakukan komunikasi melalui platform 

digital dan memahami isi kesepakatan yang dibuat. Selama 

ada persetujuan dari kedua pihak, transaksi tetap dianggap 

sah sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam. (Putri, 2024) 

3) Ma’qud 'alaih (barang yang dibeli)  

Objek pada jual beli dapat berupa barang berwujud 

atau tidak berwujud. Barang yang dijual dapat berupa 

produk digital, seperti koran elektronik, majalah online, 

perpustakaan digital, e-book, dan domain internet, yang 

dapat dikirim langsung melalui internet. Sementara itu, 

barang non-digital, seperti pakaian, elektronik, dan 

makanan, dikirim menggunakan jasa kurir sesuai 

kesepakatan antara penjual dan pembeli.  

Dalam jual beli online, pembeli memang tidak bisa 

melihat barang secara langsung, tetapi deskripsi dan 

gambar produk atau makanan yang tersedia termasuk salah 

satu rukun utama untuk objek dalam jual beli online. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari transaksi gharar. Dengan 

demikian, selama barang atau makanan yang dikirim sesuai 

dengan spesifikasi yang ditawarkan, maka transaksi tetap 

sah menurut hukum Islam. 
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4) Nilai tukar pengganti barang 

Menurut para ulama, mereka sepakat bahwa nilai 

tukar dalam transaksi harus jelas dan disepakati oleh kedua 

belah pihak untuk menghindari perselisihan di kemudian 

hari. Jika pembayaran dilakukan dengan uang, maka jumlah 

dan jenis mata uang harus dijelaskan. Jika pembayaran 

dilakukan dengan barang lain, maka harus ada kejelasan 

mengenai kualitas, jenis, dan sifat barang yang digunakan 

sebagai alat tukar jual beli tersebut. (Putri, 2024). 

Dalam jual beli online, harga barang dan metode 

pembayaran telah disepakati sebelum transaksi berlangsung 

secara tunai, dompet digital, transfer bank, kartu kredit, dan 

beberapa metode lainnya. Setelah pembeli menyelesaikan 

pembayaran dan mengirim bukti transaksi, kemudian 

penjual segera mengirim barang sesuai kesepakatan 

mengenai spesifikasi dan waktu pengiriman.  

c. Syarat dalam Jual Beli 

Pada dasarnya, jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada 

dalil yang mengharamkannya. Seperti pada kaidah fiqih berikut 

ini: 

 الَأصْلُ فِ الْمُعَامَلَاتِ اْلِإبََحَةُ إِلاَّ أَنْ يدَُلَّ دَليِْل  عَلَى تََْريِْْهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh (mubah) 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 

Hukum dasar muamalah diperbolehkan, namun hal tersebut 

dibatasi oleh adanya dalil yang mengharamkan, seperti larangan 

riba, gharar, penipuan, serta ketidakadilan. Dengan demikian, 

selama suatu praktik muamalah tidak mengandung unsur-unsur 

yang dilarang oleh syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan, 

maka praktik tersebut dinilai sah dan diperbolehkan dalam Islam.  

Sebagaimana ayat dibawah ini : 
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ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بِهوا    وَاَحَلَّ الِل ه

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” (Q.S Al-Baqarah [2]:275) 
Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah telah 

memperbolehkan jual beli karena transaksi tersebut dilakukan 

atas dasar kerelaan, keadilan, serta pertukaran barang yang 

seimbang. Sebaliknya, riba diharamkan karena mengandung 

unsur kezaliman, eksploitasi, dan pengambilan keuntungan tanpa 

adanya aktivitas usaha atau risiko yang adil.  

Korelasi antara kaidah fiqih dan ayat diatas adalah, 

bermuamalah memang hukumnya diperbolehkan, namun jika ada 

dalil yang melarangnya, maka hal ini menjadi diharamkan. Dalam 

ayat diatas, sudah jelas bahwasanya praktik riba diharamkan. 

Oleh karena itu, jual beli yang mengandung unsur riba 

didalamnya, maka hal ini berubah hukum dari jual beli yang halal 

menjadi haram. 

Praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yaitu 

dengan memperdagangkan barang yang halal dan jelas secara 

jenis, kualitas, serta takarannya agar terhindar dari unsur gharar 

(ketidakpastian). Selain itu, pembayaran jual beli dengan sistem 

COD (Cash On Delivery) harus disertai prinsip kejujuran dalam 

kondisi barang dan kesepakatan harga. Penjual juga dianjurkan 

memberikan jaminan untuk menjaga kepercayaan konsumen 

serta menetapkan harga secara adil tanpa melakukan penimbunan 

barang (ihtikar). Praktik ini mencerminkan nilai keadilan, 

transparansi, kejujuran, serta unsur tanggung jawab dalam 

bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. (BMM, 2025) 

Selain rukun dan syarat dalam jual beli, terdapat syarat yang 

dapat merusak jual beli.  Menurut mazhab Hanabilah, syarat yang 

tidak sah dalam jual beli sebagai berikut.  
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a. Syarat yang secara tegas dilarang oleh syariat, seperti 

terdapat riba dalam transaksi jual beli, misalnya kewajiban 

membayar tambahan karena melakukan penundaan dalam 

pembayaran. 

b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan pokok akad 

(muqtadha al-‘aqd), yaitu syarat yang merusak maksud 

utama akad, seperti menjual barang tetapi penjual 

mensyaratkan dapat mengambil kembali barang tersebut 

kapan saja. Syarat semacam ini dinilai tidak sah. 

c. Syarat akad di dalam akad (ishtirāṭ ‘aqd fī ‘aqd), yaitu 

mensyaratkan adanya akad lain dalam satu akad, seperti 

menyewakan kebun dengan syarat penyewa harus 

memberikan pinjaman kepada pemilik kebun.  

d. Menggabungkan dua syarat dalam satu akad, meskipun 

masing-masing syarat pada dasarnya sah, seperti membeli 

kayu bakar dengan syarat diantarkan ke rumah dan 

dipotong terlebih dahulu. Menurut Hanabilah, 

penggabungan dua syarat ini tidak dibolehkan karena dapat 

menimbulkan kerumitan dan ketidakjelasan dalam 

pelaksanaan akad. 

Dengan demikian, mazhab Hanabilah menegaskan bahwa 

pada dasarnya syarat dalam akad adalah boleh, selama tidak 

bertentangan dengan larangan syar‘i, tujuan akad, serta tidak 

menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan dalam transaksi 

muamalah. (Bakrya et al., 2021) 

 Seperti dalam hadits Rasulullah Saw., yang diriwayatkan 

oleh al-Baihaqi dari Abu Hurairah ra, beliau bersabda: 

 الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَراَمًا
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Artinya: “Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu 

yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” 

 Penjelasan dari hadis diatas, kaum muslimin wajib 

memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Namun, apabila 

terdapat syarat mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, 

begitupun sebaliknya, maka syarat tersebut tidak sah. 

Menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya akad pinjaman 

dengan syarat adanya tambahan pengembalian seperti pada 

praktek kredit yang mensyaratkan adanya tambahan dalam 

transaksi pinjaman tersebut. Selain itu, mengharamkan sesuatu 

yang halal misalnya akad jual beli dengan syarat pembeli tidak 

boleh menjual kembali barang yang telah dibeli selamanya. 

Sedangkan, barang tersebut sudah menjadi hak milik pembeli. 

Syarat ini mengharamkan sesuatu yang halal, sehingga tidak sah. 

Selain itu, dalam pandangan hukum Islam terdapat larangan 

dalam melakukan jual beli. Jual beli bisa menjadi fasid (rusak) 

karena adanya empat sebab, yaitu: barang yang dijual adalah 

haram seperti daging babi, jual beli khamr, serta adanya syarat-

syarat yang mengarah kepada riba dan gharar. (Dewi, 2023) 

d. Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah 

Jual beli online merujuk pada transaksi untuk pembelian 

dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan 

media elektronik, khususnya internet atau online (Al Ghifari & 

Juliati Nst, 2023). Jual beli online memerlukan pihak ketiga 

dalam operasionalnya, yang sering dikenal sebagai pengirim 

(kurir/driver), untuk mengirimkan barang yang dilakukan oleh 

penjual dan mentransfer pembayaran yang dilakukan oleh 

pembeli. Selain memerlukan pihak ketiga, jual beli online juga 

memerlukan media untuk melakukan transaksi secara online 

yakni komputer atau perangkat seluler yang terhubung ke 
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jaringan internet. Penjualan online mempermudah para 

penggunanya untuk menemukan barang atau sejenisnya yang 

diinginkan dengan cepat dan efektif.  

Dalam jual beli online terdapat pembayaran non tunai 

maupun tunai. Pembayaran tunai atau yang biasa dikenal dengan 

istilah Cash on Delivery yang artinya pembayaran di tempat, 

pembeli melakukan pesanan, pesanan dikirimkan oleh pengirim, 

dan pada saat pesanan tiba, akan dilakukan pembayaran oleh 

pembeli kepada pengirim. Sedangkan pembayaran non tunai 

meliputi seperti uang elektronik, paylater, atau melalui kartu 

kredit bank. 

2. Diskon (Potongan Harga) 

a. Pengertian diskon secara umum 

Potongan harga atau biasa disebut diskon adalah praktik 

umum dalam transaksi jual beli di berbagai sektor bisnis yang 

melibatkan pengurangan harga dari nilai asli suatu produk atau 

layanan, bertujuan untuk mendorong pembelian atau 

meningkatkan minat konsumen. (Pristiwanti & Setiawan, 2021). 

Diskon biasanya diberikan dalam bentuk persentase atau jumlah 

tetap yang diturunkan dari harga normal. Tujuan diskon pada 

umumnya untuk meningkatkan penjualan, memikat konsumen, 

memperkenalkan produk baru, mengurangi persediaan, 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

b. Diskon dalam pandangan Islam 

 Potongan harga atau yang biasa disebut diskon merupakan 

bentuk “hadiah” dari pihak penjual kepada pihak pembeli dalam 

rangka meningkatkan promosi untuk memikat pembeli, sehingga 

pembeli semakin tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan 

oleh pihak penjual. Dalam sebuah transaksi baik itu jual beli 

maupun perdagangan selalu melibatkan dua pihak yaitu pembeli 

sebagai pihak penerima barang dan penjual sebagai pihak yang 
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menyerahkan barang dagangannya. Sebelum melakukan sebuah 

transaksi, kedua belah pihak harus membuat kesepakatan 

mengenai harga dari barang-barang yang diperjualkan tersebut 

beserta syarat-syarat yang lainnya, termasuk mengenai potongan 

harga pada barang yang akan dibeli. Dalam pandangan Islam, jual 

beli diskon diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal 

yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, 

menimbulkan mudharat kepada orang lain, dan lain sebagainya. 

(Yuliana, 2023). 

 Pada dasarnya, diskon menurut Islam diperbolehkan apabila 

rukun dan syarat pada akad jual beli terpenuhi. Syarat tersebut 

diantaranya mengenai penjual dan pembeli telah melakukan 

kesepakatan atau akad jual beli dengan ridha dan rela, tanpa 

paksaan, serta kedua belah pihak seorang mukallaf, yaitu 

berkompeten dalam melakukan praktek jual beli. (Khadafi et al., 

2021). 

c. Diskon Bersyarat 

Diskon bersyarat adalah diskon yang diberikan oleh penjual 

kepada pembeli dengan persyaratan tertentu yang telah 

ditentukan penjual. Diskon bersyarat sering digunakan oleh para 

grosir untuk mendorong para konsumennya melakukan 

pembelian dalam jumlah besar. Diskon dengan syarat tertentu 

dapat juga digunakan sebagai pendorong pembeli untuk 

melakukan pembelian secara tunai maupun non tunai. Masalah 

diskon bersyarat dalam perusahaan dagang berkaitan dengan 

masalah pembelian dan penjualan barang. (Iis Miati, 2020). 

Islam memperbolehkan adanya diskon atau potongan harga 

kepada para pembeli dan melakukan promosi juga merupakan 

hak para penjual atau perusahaan untuk meningkatkan 

penjualannya. Dalam hukum Islam, adanya promo dan 

memberikan diskon diperbolehkan selama dalam prakteknya 



 

20 
 

tidak ada unsur paksaan, serta tidak mengandung unsur gharar, 

maysir, dan riba, karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip 

kesukarelaan. (Hidayat et al., 2024).  

  

3. Online Food Delivery 

Platform Online Food Delivery (OFD) dirancang untuk 

memudahkan proses pemesanan makanan yang dapat diantarkan 

langsung dari penjual ke pembeli. Penggunaan layanan OFD 

memerlukan dukungan perangkat digital seperti smartphone, tablet, 

atau laptop, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi 

menu dan harga makanan sewaktu-waktu, tanpa batasan lokasi tertentu. 

Peran teknologi smartphone sangat besar dalam mempermudah 

aktivitas belanja dan pemesanan secara daring. Perkembangan 

teknologi komunikasi, khususnya smartphone, memberikan pengaruh 

besar terhadap perubahan gaya hidup masyarakat di era digital, hingga 

kepemilikan smartphone kini dianggap sebagai kebutuhan bagi semua 

kalangan. 

Layanan Online Food Delivery (OFD) merupakan sistem 

pengantaran makanan yang memungkinkan transaksi dilakukan secara 

daring melalui aplikasi, seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, 

maupun aplikasi yang dimiliki langsung oleh restoran. OFD berfungsi 

sebagai sarana penghubung antara konsumen dan pelaku usaha kuliner 

secara online, yang menyediakan fasilitas layanan komunikasi dan 

transaksi antara kedua pihak. Secara umum, Online Food Delivery 

dapat diartikan sebagai layanan pesan-antar makanan melalui aplikasi 

yang membantu pengguna memesan dan menerima makanan dengan 

mudah.  

Pada era digital seperti saat ini, banyak konsumen terutama dari 

kalangan generasi Z, lebih menyukai segala sesuatu yang bersifat 

praktis dan efisien, termasuk dalam hal memesan makanan secara 

online. Layanan pemesanan makanan daring menjadi solusi efektif 
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terhadap masalah antrean panjang di restoran, karena konsumen tidak 

perlu menunggu lama, cukup dengan menunggu pesanan mereka 

diantarkan di tempat masing-masing. Hal ini tentunya menghemat 

waktu, khususnya bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. 

Perkembangan layanan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi 

internet yang semakin pesat serta kecanggihan perangkat smartphone, 

yang secara langsung membuka peluang besar bagi pelaku bisnis untuk 

berinovasi dan mengembangkan strategi pemasaran produk secara lebih 

kreatif dan efisien. (Anjani et al., 2024). 

4. Metode Pembayaran dalam Layanan Online Food Delivery 

Salah satu hal yang terpenting dalam melakukan jual beli adalah 

metode pembayaran. Metode pembayaran yaitu langkah atau sistem 

yang digunakan untuk melakukan transaksi baik secara tunai maupun 

non-tunai. Metode pembayaran dilakukan konsumen untuk membayar 

suatu transaksi jual beli barang dan jasa. Dengan berkembangnya 

teknologi, metode pembayaran semakin beragam dan memberikan 

kemudahan bagi konsumen maupun pelaku bisnis. (Karin Hidayat, 

2025) 

Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran merupakan 

kumpulan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, serta 

mekanisme yang dipakai untuk melakukan pemindahan dana (transfer) 

untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari suatu aktivitas ekonomi. 

Keberadaan sistem pembayaran sejalan dengan munculnya konsep 

uang sebagai alat tukar atau perantara dalam transaksi barang, jasa, 

maupun kegiatan keuangan. 

Sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yakni pembayaran tunai 

dan non tunai. Masing-masing dari sistem pembayaran memiliki 

perbedaan mendasar terkait dengan instrumen yang digunakan, 

meskipun fungsinya sama yaitu untuk melakukan sebuah kegiatan 

transaksi. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang 

kertas dan logam) sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem 
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pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, 

serta uang elektronik (card based, seperti e-money dan server based, 

seperti e-wallet). Selain itu, terdapat alat pembayaran non-tunai atau 

paperless seperti transfer dana secara elektronik serta penggunaan alat 

pembayaran berbasis kartu, antara lain Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu 

Debit, dan Kartu Prabayar. (Bank Indonesia, 2020) 

Munculnya sistem transaksi non-tunai sebagai salah satu 

instrumen pembayaran yang tidak lepas dari aktivitas masyarakat dalam 

bertransaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang aman dan praktis 

agar masyarakat dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun 

dengan mudah dan terjamin untuk keamanannya. Penggunaan transaksi 

non-tunai seperti e-wallet, kartu debit, dan Qris, belakangan ini semakin 

diminati oleh masyarakat. (Zakiyyah Ilma Ahmad, Mohamad Nur 

Husen, 2025) 

Transaksi digital merupakan kegiatan jual beli atau pertukaran 

nilai yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi 

tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam 

praktiknya, transaksi semacam ini umumnya melibatkan pihak ketiga 

(third party) seperti payment gateway, e-wallet, marketplace, atau 

platform pembayaran elektronik yang berperan sebagai perantara 

(intermediary). Pihak ketiga tersebut membantu mempermudah, 

mempercepat, dan mengamankan proses pembayaran sehingga 

transaksi dapat berlangsung lebih praktis dan terstruktur. 

Transaksi digital non-tunai tentunya memiliki bank penampung 

yang berperan sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga sangat penting karena 

bertugas memproses pembayaran serta menjembatani kepentingan 

pembeli dan penjual agar transaksi berjalan lebih efisien dan minim 

risiko, terutama risiko penipuan maupun kebocoran data pembayaran. 

Tanpa adanya perantara ini, para pelaku transaksi digital harus 

sepenuhnya mengandalkan kepercayaan satu sama lain, sesuatu yang 
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sulit diwujudkan dalam transaksi jarak jauh berbasis internet. Selain itu, 

sistem yang dibangun oleh pihak ketiga turut membentuk pola interaksi 

bisnis modern dan memengaruhi perilaku konsumen dalam 

menggunakan layanan digital. 

Dalam ekosistem e-commerce dan aplikasi layanan berbasis 

digital, pihak ketiga tidak hanya memfasilitasi pertukaran dana, tetapi 

juga mengelola risiko, memastikan kelancaran transaksi, serta 

memberikan perlindungan kepada konsumen melalui mekanisme 

verifikasi, pemantauan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Kehadiran 

mereka juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan dan 

penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, sekaligus 

memengaruhi persepsi konsumen terhadap kemudahan dan manfaat 

teknologi tersebut. (Lin et al., 2023) 

Pada layanan Online Food Delivery, terdapat metode-metode 

pembayaran seperti E-wallet, Paylater, Kartu pembayaran debit dan 

kredit, serta Bank digital. Berikut adalah penjelasan definisi dari 

masing-masing metode pembayaran Online Food Delivery : 

a. Pengertian E-Wallet 

Dompet digital atau e-wallet merupakan layanan elektronik 

yang berfungsi untuk menyimpan data serta digunakan sebagai 

alat pembayaran. E-wallet dapat berupa perangkat elektronik, 

layanan jasa, atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya 

melakukan transaksi online dalam pembelian barang maupun 

jasa. Selain itu, e-wallet juga menjadi alternatif sistem 

pembayaran yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi 

pengguna dalam bertransaksi. 

Mekanisme transaksi e-wallet melibatkan tiga pihak yaitu 

pertama pembeli selaku pengguna aplikasi, kedua penjual selaku 

pihak yang bekerjasama dengan aplikasi, serta penyedia jasa 

aplikasi selaku pengelola jasa pembayaran. Pada setiap proses 

transaksi e-wallet dapat dilakukan dengan mengisi ulang saldo 
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(top up payment) melalui agen atau merchant yang telah bekerja 

sama dengan penerbit perusahaan e-wallet, namun ada juga 

beberapa jenis transaksi e-wallet yang tidak memerlukan proses 

pengisian saldo. Jumlah saldo yang dimiliki pengguna akan 

sesuai dengan nominal uang yang ditukarkan, dan saldo tersebut 

dapat digunakan untuk bertransaksi di agen atau merchant yang 

telah bekerja sama dengan pihak penerbit atau perusahaan e-

wallet. (Sunarsa & Fauzi, 2023) 

Dompet elektronik (e-wallet) kini telah menjadi bagian 

penting dalam kehidupan konsumen yang banyak menyimpan 

dan menggunakan uang dalam bentuk digital (e-money). E-wallet 

tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat dengan 

berbagai layanan seperti OVO, DANA, LinkAja, dan GoPay yang 

berfungsi sebagai sarana penyimpanan uang. Melalui aplikasi e-

wallet, pengguna hanya perlu menyetorkan sejumlah uang ke 

dalam pihak aplikasi yang biasanya melalui transfer, kemudian 

dapat digunakan dalam bertransaksi atau berbelanja. Dengan 

adanya aplikasi ini, proses pembayaran menjadi mudah, cukup 

dengan menunjukkan aplikasi tersebut kepada kasir atau gerai 

tempat berbelanja agar transaksi dapat diproses. (Nurfadhilah et 

al., 2023) 

Akad yang digunakan dalam e-wallet lebih tepat 

dikategorikan sebagai akad qardh (pinjaman), bukan wadi’ah 

(titipan), karena dana yang disimpan pengguna sebenarnya 

dimanfaatkan oleh pihak penyedia aplikasi. Hal ini terlihat dari 

berbagai macam promo, voucher, serta keuntungan lain yang 

ditawarkan untuk mendorong pengguna agar selalu menyimpan 

uang di e-wallet. Jika akad tersebut dianggap sebagai wadi’ah, 

maka tidak rasional bagi perusahaan memberikan begitu banyak 

manfaat hanya dari uang yang dititipkan, karena dalam wadi’ah 
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pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan harta tersebut. 

(Ardiningrum et al., 2022) 

b. Pengertian Paylater 

PayLater adalah  salah  fasilitas digital yang ditawarkan 

oleh berbagai perusahaan digital dan start-up  dengan  tujuan  

memudahkan  penggunanya dalam memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya, yang metode pembayarannya dengan cicilan. Sistem  

pembayaran Paylater  mirip   dengan   kartu   kredit, yang artinya  

perusahaan  aplikasi  memberikan pinjaman uang terlebih dahulu  

untuk pembayaran tagihan pengguna di merchant, kemudian 

setelahnya pengguna    membayar    tagihan    tersebut    kepada 

perusahaan    aplikasi.  Selain itu, paylater juga terdapat   limit   

pemakaian maksimal  dan  jatuh  tempo  pembayaran.  Umumnya 

sistem PayLater bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan 

tambahan bunga. 

Fasilitas ‘beli sekarang, bayar nanti’ dapat  dipakai  untuk  

travelling,  pembelian  makanan, transportasi hari-hari hingga 

banyak produk konsumsi lainnya. PayLater berbeda dengan kartu 

kredit yang diterbitkan oleh perbankan, yang membedakan ialah 

Paylater tidak memerlukan kartu dalam bentuk fisik. Selain itu, 

proses pendaftarannya sangat singkat hanya menggunakan ponsel 

masing-masing, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

penggunaannya juga sangat mudah dan praktis. Kemudahan yang 

dimunculkan oleh platform jual beli atau virtual money sangat 

memanjakan   penggunaannya. Dengan  kemudahan  ini  pihak 

platform  berharap  agar  para pelanggan atau customer semakin 

setia dan memiliki keterikatan. Munculnya PayLater memang  

memberikan kemudahan, namun bisa membuat penggunanya 

menjadi “ketagihan” jika tidak berhati-hati. (Prastiwi & Fitria, 

2021) 
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Pengguna aplikasi paylater harus melengkapi persyaratan-

persyaratan seperti memenuhi kriteria umur, sudah memiliki 

KTP. Layanan paylater pada platform tertentu disediakan 

perusahaan jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK 

dan bekerja sama dengan platform tersebut. Pengguna paylater 

mendapatkan limit pinjaman yang besarnya  bervariasi sesuai 

kebijakan dan ketentuan di masing-masing penyedia. Contoh 

paylater dalam layanan Online Food Delivery yaitu seperti GoPay 

Later, ShopeePay Later, Ovo PayLater. 

Merujuk kepada buku yang ditulis oleh Rafiq Yunus al-

Misri yang berjudul “Al-Jami' fi usul al-riba”, sebagaimana yang 

ditulis dalam jurnal oleh (Hadikusuma, 2021) akad qardh menurut 

beberapa pendapat para fuqaha Hanafiyah, yaitu memberikan 

sesuatu kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikannya 

seperti sedia kala. Sementara itu, menurut mazhab-mazhab lain, 

qardh dipahami sebagai pemberian suatu barang kepada orang 

lain dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan 

dengan jenis dan nilai yang sama.  

Adapun secara terminologis, akad qardh merupakan 

transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan, di mana pihak 

yang meminjam berkewajiban mengembalikan jumlah pokok 

pinjaman, baik secara sekaligus, dicicil, maupun dalam jangka 

waktu yang disepakati. Rukun dan syarat qardh mencakup tiga 

unsur, yaitu pihak yang berakad (peminjam dan pemberi 

pinjaman), objek pinjaman, serta sighat akad yang terdiri dari ijab 

dan qabul. (Ahmad Rifai, Tutik Hamidah, 2024) 

c. Pengertian Kartu Debit 

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk 

membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, 

sehingga dapat mendukung kinerja sistem keuangan nasional agar 
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berjalan secara efektif dan optimal. Melalui GNNT, berbagai 

kendala dalam transaksi tunai seperti penolakan uang lusuh, 

sobek, atau tidak layak edar, dengan adanya GNNT diharapkan 

dapat mengurangi kendala-kendala tersebut. Selain itu, gerakan 

ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi karena 

masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. 

(Bank Indonesia, 2020) 

GNNT dirancang oleh Bank Indonesia untuk memudahkan 

transaksi perbankan baik umum maupun syariah dengan syarat 

bank tersebut harus mempunyai alat untuk menggunakannya 

seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, e-money 

(internet/mobile banking), serta beberapa jenis kartu lainnya. 

Sistem pembayaran non-tunai memungkinkan masyarakat untuk 

melakukan transaksi meskipun berada di tempat yang berbeda, 

tanpa perlu bertemu langsung atau membawa uang fisik. 

Misalnya, seseorang bisa membayar belanja online, tagihan 

listrik, atau biaya pendidikan hanya lewat transfer bank atau 

mobile banking.  

Selain itu, sistem pembayaran ini juga dapat menghemat 

waktu atau biaya perjalanan, karena tidak perlu menggunakan 

uang tunai, proses pembayaran jadi lebih cepat, praktis, dan 

aman, terutama untuk transaksi besar. Berbagai instrumen non 

tunai seperti kartu debit, kartu ATM, kartu kredit (termasuk 

syariah card), dan e-money sudah menggantikan fungsi uang 

tunai dalam banyak transaksi sehari-hari, misalnya untuk belanja, 

transportasi, atau pembayaran layanan publik. Semakin 

banyaknya masyarakat yang bertransaksi secara digital, 

peredaran uang menjadi lebih teratur, data ekonomi lebih mudah 

dipantau, dan stabilitas sistem keuangan semakin baik. Hal ini 

dapat memajukan perekonomian suatu negara. (Patoni & Rafi, 

2022)   
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Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat, pihak 

perbankan menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan nasabah dan mengikuti perkembangan zaman. 

Masyarakat Indonesia rata-rata memiliki jasa perbankan yaitu 

Bank Card atau uang plastik yang diterbitkan oleh bank, 

contohnya kartu debit yang merupakan salah satu jenis alat 

pembayaran  untuk melakukan transaksi non-tunai yang berfungsi 

sebagai pengganti uang tunai dan juga dapat digunakan untuk 

melakukan penarikan uang melalui mesin ATM (Automated 

Teller Machine). (Almira et al., 2020) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu menjelaskan bahwa 

APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu 

Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet. Dalam 

pasal 1 ayat 6 dijelaskan mengenai pengertian kartu debet bahwa, 

“Kartu Debet adalah salah satu APMK yang dapat digunakan 

untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari 

suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, 

dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan 

mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada 

Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk 

menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

Pada dasarnya, penggunaan kartu debit sama seperti 

melakukan pembayaran tunai, namun tidak menggunakan uang 

fisik. Prosesnya dilakukan dengan cara mendebet atau 

mengurangi saldo rekening nasabah kemudian secara otomatis 

akan mengkredit atau menambah saldo rekening kepada merchant 

yang dituju. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
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14/02/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu juga 

menjelaskan bahwa, “Pedagang (merchant) adalah penjual barang 

dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi 

penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet”. Jadi, pedagang 

hanya perlu menerima pembayaran dari kartu debit mengarah 

pada saldo tabungan pengguna di bank penerbit tersebut. (Almira 

et al., 2020) 

d. Pengertian Kartu Kredit 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/52/PBI/2005 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, di dalam pasal 1 ayat 

4, menjelaskan bahwa “kartu kredit adalah APMK yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang 

timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 

pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana 

kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu 

oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban 

untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik 

dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan 

pembayaran secara angsuran.” 

Menurut Kamus Oxford, credit card diartikan sebagai kartu 

yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang memberikan 

izin kepada pemegangnya untuk memperoleh barang atau layanan 

dengan sistem pinjaman. Kartu kredit merupakan fasilitas yang 

dikeluarkan perbankan sebagai pengganti uang tunai untuk 

melakukan pembayaran dimana pelunasannya dapat dilakukan 

dengan cara pembayaran sekaligus atau cicilan. Pemegang kartu 

kredit berkewajiban membayar bunga cicilan dan denda yang 



 

30 
 

sudah ditetapkan oleh penerbit kartu diawal perjanjian.  

(Addieningrum & Aslina, 2021) 

Nasabah harus melewati beberapa mekanisme untuk 

mendapatkan kartu kredit yaitu dengan melakukan perjanjian 

dengan pihak bank untuk mendapatkan kartu kredit atas nama 

nasabah. Dengan adanya kartu ini, maka nasabah dapat 

bertransaksi dengan merchant yang sudah terikat kerja sama 

dengan pihak bank. Setelah terjadi transaksi, pihak merchant 

menagih pembayaran kepada pihak bank yang akan melunasi atas 

utang dari pemegang kartu. Selanjutnya, pihak bank selaku 

penerbit akan memberikan tagihan kepada pemegang kartu 

bertujuan agar dapat dilunasi sesuai batas waktu yang telah 

disepakati. (Nurzakka, 2021) 

Secara umum, pemberian kredit melibatkan penentuan 

tingkat bunga yang dikenakan pada jumlah pinjaman. Pada saat 

cicilan jatuh tempo, debitur akan melunasi pinjaman disertai 

dengan bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. 

Hal yang penting dalam penggunaan kredit dan perlu untuk 

diingat adalah kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap 

pinjamannya. Debitur harus melakukan pembayaran tepat waktu 

sesuai ketentuan, karena keterlambatan atau kegagalan dapat 

mengakibatkan konsekuensi seperti denda atau penurunan kredit 

yang akan mempengaruhi reputasi kredit debitur di masa depan. 

Transaksi jual beli secara kredit dapat mencakup berbagai 

jenis barang maupun jasa, mulai dari produk konsumsi seperti 

elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, hingga 

properti atau proyek berskala besar. Pola pembayaran kredit pun 

dapat berbeda-beda sesuai kesepakatan antara penjual dan 

pembeli, mencakup jumlah cicilan, besaran bunga, jangka waktu 

pembayaran, serta syarat-syarat lainnya yang ditetapkan bersama. 
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Sedangkan  syariah card atau kartu kredit syariah adalah 

jenis kartu pembayaran yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip 

Islam, yang tidak memperbolehkan adanya bunga maupun 

transaksi yang dilarang secara syariah, seperti perjudian dan hal-

hal sejenisnya. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-

MUI/X/2006, syariah card atau kartu kredit syariah bertujuan 

untuk membantu dan mempermudah kebutuhan masyarakat, serta 

dirancang agar hak dan kewajiban seluruh pihak terpenuhi. Hal 

ini meliputi ketentuan akad, biaya yang dikenakan pemegang 

kartu, hingga biaya denda jika terjadi keterlambatan. 

(Halimatuzzahro, 2024) 

Akad yang digunakan dalam Syariah Card yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kafalah (jaminan) berarti penerbit kartu bertindak sebagai 

penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant 

untuk seluruh kewajiban pembayaran (dayn) yang muncul 

dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant, 

maupun penarikan tunai di luar bank atau ATM milik bank 

penerbit kartu. Sebagai imbalan atas jaminan tersebut, 

penerbit kartu berhak menerima biaya jasa (ujrah kafalah). 

2. Qardh (pinjaman), dalam hal ini penerbit kartu adalah 

pemberi pinjaman (muqridh), kepada pemegang kartu 

(muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM 

bank penerbit kartu.  

3. Ijarah (sewa menyewa), dalam hal ini penerbit kartu 

bertindak sebagai penyedia layanan sistem pembayaran dan 

berbagai pelayanan kepada pemegang kartu. Sebagai 

imbalan atas jasa tersebut, pemegang kartu wajib 

membayar biaya keanggotaan (membership fee). 

Kredit dibagi menjadi dua bagian yaitu kredit halal yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti kredit murabahah, 
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dimana pihak kreditur terlebih dahulu membeli barang yang 

diinginkan oleh debitur, kemudian menjualnya kembali kepada 

debitur dengan harga yang telah disepakati. Kredit yang kedua 

yaitu kredit haram yang melanggar prinsip-prinsip Islam, 

terutama terkait dengan riba atau bunga yang diharamkan secara 

tegas dalam agama Islam, seperti kredit riba jahiliyah yang 

meliputi kegiatan jual beli utang dengan utang atau memberikan 

pinjaman dengan sistem bunga yang berubah-ubah. (Amri & 

Amelia, 2023) 

e. Pengertian Bank Digital 

Bank digital sebagai bentuk layanan perbankan berbasis 

teknologi dan informasi diatur dalam POJK Nomor 

12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Aturan ini melengkapi 

ketentuan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2018 

mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh 

Bank Umum. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa bank 

digital merupakan Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) Bank 

Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan 

kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor 

fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang 

terbatas. 

Bank digital berbeda dengan bank konvensional yang 

menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet 

banking. Umumnya, bank digital dapat melakukan segala 

aktivitas perbankan mulai dari pembukaan rekening, transfer, 

deposito, hingga penutupan rekening hanya dengan melalui 

smartphone/perangkat elektronik tanpa perlu hadir ke bank 

langsung. Perbedaan mendasar lainnya adalah bank digital 

umumnya tidak memiliki kantor fisik selain kantor pusat atau 

hanya menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas, 

sementara bank konvensional yang sudah menyediakan layanan 
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digital belum dapat mengalihkan seluruh layanannya ke platform 

digital, artinya semua proses yang dilakukan bank konvensional 

tidak bisa dilakukan secara online, sebagai contoh pembukaan 

rekening tertentu, pengajuan pinjaman kredit, pemblokiran kartu, 

transaksi besar yang terkadang memerlukan kehadiran langsung. 

Selain itu, bank konvensional masih dikenal dengan banyaknya 

kantor cabang. (Tasman, Ulfanora, 2023) 

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tujuh bank digital di 

Indonesia, yaitu Motion Banking (MNC Bank), Bank Aladin, 

Jenius (BTPN), Wokee (KB Bukopin), Digibank (DBS), TMRW 

(UOB), dan Bank Jago. Kehadiran bank digital memudahkan 

nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan sewaktu-

waktu tanpa perlu teller maupun kantor cabang. Bank digital 

berupaya menyediakan layanan yang sederhana, tanpa hambatan, 

dan nyaman, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor bank, 

cukup dengan modal smartphone dan internet, masyarakat dapat 

membuka rekening dan mengakses berbagai layanan keuangan. 

Hal ini membuat bank digital semakin diminati oleh berbagai 

kalangan masyarakat. (Wijaya et al., 2025) 

Bank digital tumbuh pada waktu yang tepat di saat internet 

semakin menyebar luas dan merata. Keterbatasan aktivitas tatap 

muka akibat pandemi covid-19 mendorong pesatnya arus 

transaksi perbankan secara online. Pertumbuhan bank digital juga  

semakin pesat, hal ini membuat masyarakat sudah mulai 

memahami dan menguasai berbagai layanan digital. Penggunaan 

mobile banking diprediksi akan terus bertumbuh. Dalam proses 

tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif dengan 

memberikan arahan serta pedoman bagi bank dalam 

mengembangkan dan menyediakan layanan perbankan digital 

yang sesuai dengan regulasi dan prinsip kehati-hatian. (Shabri et 

al., 2020) 
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Pada sistem pembungaan, bank digital memberikan bunga 

tabungan lebih tinggi karena biaya operasionalnya yang lebih 

rendah, seperti gedung cabang atau staff front office, bank digital 

bisa mengalokasikan keuntungan kepada nasabahnya. Tentunya 

hal ini menjadikan masyarakat lebih tertarik terutama generasi 

muda yang hendak menabung namun tetap produktif, karena  

bank digital mampu menawarkan bunga yang lebih kompetitif 

dibanding dengan bank konvensional.  

Bank digital sebagian besar membebaskan biaya 

administrasi, biaya minimum saldo, hingga biaya  transfer atas 

dukungan BI-FAST. Seluruh transaksi dapat dilakukan selama 24 

jam mulai dari transfer, pembayaran tagihan, top up e-wallet, 

hingga investasi yang sesuai dengan gaya hidup modern dan para 

pelaku usaha yang membutuhkan fleksibilitas waktu. Bank digital 

dilengkapi dengan fitur seperti kantong tabungan, budgeting, 

shortcut transaksi, hingga edukasi finansial ringan agar pengguna 

lebih mudah mengatur keuangan. (Vida, 2025) 

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar kedua di 

dunia, Indonesia memiliki konsep perbankan syariah yang juga 

berkembang ke dalam bentuk Bank Digital Syariah. Dalam 

operasionalnya, bank digital berbasis syariah harus menjaga 

prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian agar nasabah 

terlindungi dalam setiap transaksi. Perlindungan hukum yang 

diberikan tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga 

selaras dengan nilai-nilai syariah sehingga nasabah merasa aman 

dan terpercayas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan seluruh bank 

syariah, termasuk Bank Digital Syariah, untuk memberikan 

layanan yang jujur, transparan, dan informatif. (Wijaya et al., 

2025) 
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Adanya pandemi covid-19 mempercepat munculnya 

inovasi di industri perbankan syariah. Salah satu inovasi tersebut 

dengan menyediakan layanan  berbasis digital, seperti 

pembukaan rekening, pembayaran transaksi online, pembayaran 

berbagai macam tagihan, pengajuan pembiayaan, serta 

menyediakan layanan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf 

(ZISWAF) sehingga dapat membantu nasabah melakukan 

kegiatan sosialnya yang tentunya jauh lebih mudah, aman dan 

nyaman. Bank Umum Syariah mayoritas sudah menyediakan 

fasilitas layanan tersebut. Layanan ini dapat diakses dengan 

mudah tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, meningkatkan 

efisiensi operasional, dan kualitas pelayanan bank agar dapat 

memberikan kepuasan yang maksimal kepada nasabah. (Shabri et 

al., 2020) 

Bank Digital Syariah merupakan salah satu perbankan yang 

memberikan layanan online atau media elektronik dengan 

operasional yang terpusat di kantor pusat tanpa memiliki cabang 

fisik. Pemanfaatan bank digital syariah menjadi salah satu cara 

untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia. 

Hal ini disebabkan oleh kemampuan bank digital syariah dalam 

memberikan layanan eksklusif secara daring, yang 

memungkinkan akses ke seluruh wilayah Indonesia tanpa harus 

membuka kantor cabang. (Uyun, 2023) 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang telah dipaparkan, 

maka terbentuklah kerangka berpikir yang disusun untuk dianalisis dan 

dipecahkan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

         Gambar 4 Kerangka konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau 

perilaku manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung 

pembahasan penelitian. Penelitian kualitatif tidak berusaha untuk mengukur 

atau menghitung data secara numerik, tetapi lebih berfokus pada interpretasi, 

deskripsi, dan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Tujuan 

penelitian kualitatif untuk pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, 

persepsi, motivasi, atau makna dalam konteks sosial atau budaya tertentu 

(Adil et al., 2023). 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. 

Pendekatan penelitian normatif merupakan     pendekatan     legal-formal, 

yaitu pendekatan yang masih bersifat mutlak, yang berkaitan dengan halal 

atau haram, serta boleh atau tidaknya suatu perkara. Penelitian normatif 

dikaitkan dengan fenomena yang dibenturkan kepada norma. Pendekatan 

normatif mencakup seluruh  pendekatan  yang  dipakai  pada  keilmuan  

klasik,  seperti  ahli  ushul  Fiqh (Ushuliyyīn), ahli hukum Islam (Fuqaha), 

ahli tafsir (Mufassirīn) dan ahli hadis (muhaddisīn) karena dalam kajiannya 

berhubungan dengan aspek legal atau formal serta mengkaji ajaran Islam 

secara langsung dari sumber-sumber hukumnya. (Sidik, 2023). 

Alasan peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif karena tujuan 

utama peneliti adalah untuk memahami secara mendalam makna, persepsi, 

pengalaman, atau fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu dari 

perspektif ulama, peneliti terdahulu dan menggali konteks serta dinamika 
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yang terjadi secara lebih menyeluruh. Selain itu, topik ini bersifat kompleks 

dan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam, yang lebih sesuai 

dianalisis melalui metode kualitatif studi literatur. 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau sejenisnya 

yang menjadi sumber data atau fokus penelitian. Subjek penelitian 

dapat berupa orang, benda, atau bahkan lembaga yang diamati atau 

diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah aplikasi Online 

Food Delivery yaitu GoFood, GrabFood, ShopeFood. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data data 

sekunder yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, Undang-Undang, 

fatwa, buku, jurnal, serta media youtube dari beberapa ahli fiqih 

muamalah kontemporer yang relevan dengan topik penelitian, yaitu 

pendapat dari Dr. Oni Sahroni, Lc., M.A, Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, 

Dr. Muhamad Arifin Badri, M.A, Ammi Nur Baits, S.T., BA. Peneliti 

menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data 

sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang 

relevan dengan topik penelitian.   

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu peneliti 

mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan 

tema penelitian ini. Selanjutnya peneliti menganalisis buku-buku dan 

jurnal tersebut untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan tema 

penelitian.   

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya atau langkah untuk menjelaskan data 

yang diperoleh dalam bentuk naratif, deskriptif, atau terstruktur. Teknik 

analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif, 
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yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data dan 

analisis data, lalu ditarik kesimpulan. Teknik analisa data   

menggunakan   reduksi   data   yang   berupa mengambil teori yang 

dianggap penting dari sebuah buku, jurnal, artikel yang berkaitan 

dengan tema penelitian ini.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Profil Subjek Penelitian pada Layanan Online Food Delivery di 

Indonesia 

Penelitian ini berfokus pada layanan Online Food Delivery yang 

ada di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari data sekunder Online 

Food Delivery melalui website maupun jurnal. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dengan 

mengumpulkan beberapa referensi. Dalam penelitian ini menggunakan 

ketiga layanan Online Food Delivery tertinggi di Indonesia yaitu 

GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Berikut ini adalah daftar gambaran 

profil ketiga layanan tersebut yang dijadikan subjek dalam penelitian. 

a. Layanan GoFood-Aplikasi GoJek 

Layanan GoFood berawal dari aplikasi Gojek yang 

didirikan oleh warga negara Indonesia lulusan Master of Business 

Administration dari Harvard Business School yaitu Nadiem 

Makarim. Nadiem Makarim mendapatkan ide untuk mendirikan 

aplikasi tersebut berawal dari pengalaman pribadinya yang sering 

menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat 

kerjanya untuk menghindari kemacetan di Jakarta. Pada 13 

Oktober tahun 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang 

pengemudi dengan misi meningkatkan taraf hidup para ojek 

lokal. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk 

menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek dengan 

tujuan untuk menghilangkan hambatan dalam kehidupan 

masyarakat. (Syah et al., 2024). 

Pada tahun 2015 perusahaan Gojek mulai berkembang 

dengan seiring berjalannya waktu yaitu dengan meluncurkan 

aplikasi yang dapat diinstal melalui smartphone berbasis android 
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dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan yang awal 

mulanya hanya menggunakan call center agar memudahkan para 

pengguna untuk melakukan perjalanan dengan tarif yang lebih 

murah. Pada tahun tersebut, transaksi melonjak dari 3.000 

menjadi 100.000 per hari. Operasional meluas tidak hanya satu 

wilayah Jakarta saja, namun menyebar hingga ke luar kota 

Jakarta. Layanan pesan-antar makanan, pemesanan tiket, dan 

banyak lagi pun bermunculan. (Gojek, 2023). 

GoFood hadir pada bulan April 2015. GoFood merupakan 

layanan pesan antar makanan yang memberikan banyak 

kemudahan bagi pengguna karena dapat memesan makanan yang 

disukai tanpa harus keluar rumah. Hadirnya GoFood juga 

memberikan timbal balik berupa rating atau ulasan yang 

berdampak positif kepada pemilik restoran untuk meningkatkan 

penjualan pada makanan tersebut. (Salsabila et al., 2025).  

Terdapat sumber budaya organisasi dalam perusahaan 

Gojek salah satunya memiliki visi dan misi, membantu 

memperbaiki perekonomian di Indonesia, memudahkan 

masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti 

mengirim dokumen, belanja harian dengan menggunakan fasilitas 

kurir dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan tukang 

ojek di Indonesia. Perusahaaan Gojek telah menyediakan lebih 

dari 20 layanan mulai dari pemesanan makanan, belanja harian, 

hingga bersih-bersih rumah dan kendaraan telah disediakan oleh 

aplikasi Gojek. (Syah et al., 2024). 

b. Layanan GrabFood-Aplikasi Grab 

Aplikasi Grab pertama kali didirikan oleh seorang warga 

negara Malaysia yang bernama Anthony Tan, Tan Hooi Ling. 

Grab Taxi hadir pada bulan Oktober 2012 di Malaysia. Pada 

bulan Mei 2014, Grab Taxi hadir di Indonesia dan menjadi salah 

satu bisnis populer di Indonesia yang dimana, pelanggan hanya 
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perlu menginstall aplikasi untuk mendapatkan layanan tersebut. 

Tidak hanya tersedia di Ibu Kota Jakarta, pertumbuhan mitra 

Grab juga merata hingga seluruh daerah di Indonesia. Hal ini 

menjadi bukti bahwa teknologi ini telah diterima oleh masyarakat 

dan mereka membutuhkan layanan ini untuk membantu 

memberikan kemudahan bagi mereka. (Grab, 2022). 

Salah satu fitur layanan Grab yang sering digunakan 

masyarakat adalah fitur Online Food Delivery atau yang biasa 

dikenal dengan GrabFood. Layanan GrabFood pertama kali 

diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2016 dan tersedia melalui 

aplikasi Grab di bagian layanan pesan antar yang merupakan 

bentuk  muamalah baru dimana konsumen dan penjual 

melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman melalui 

perantara driver yang telah disediakan oleh layanan GrabFood 

sehingga pelanggan tidak perlu keluar untuk membeli makanan 

atau minuman dan tentunya tidak memakan banyak waktu 

pelanggan untuk mendapatkan pesanan sesuai dengan yang 

diinginkan. Para pelanggan dapat dengan mudah melihat berbagai 

pilihan menu makanan dari restoran terdekat. (Ririn Anggraini, 

Yike Diana Putri, 2023). 

c. Layanan ShopeeFood-Aplikasi Shopee 

Shopee adalah salah satu marketplace yang didirikan oleh 

Forrest Lie dan Chris Feng. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali 

diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai 

marketplace consumer to consumer (C2C), namun semenjak 

meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring 

untuk brand ternama, kini mereka telah beralih ke model hybrid 

consumer to consumer (C2C) dan business to consumer (B2C). 

Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam 

berinteraksi melalui fitur siaran langsung. Sarana jual beli online 
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ini juga menyediakan banyak produk mulai dari fashion, gadget, 

kosmetik, elektronik, perabotan, dan lain sebagainya. 

Pada bulan April 2020, Shopee Indonesia mulai 

mempromosikan penjualan makanan online food di platform 

Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan 

GoFood dan GrabFood. Program yang diberi nama ShopeeFood 

ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah 

Jakarta. Pencapaian marketplace ini adalah keberhasilan promosi 

yang hanya dalam waktu singkat, pengguna Shopee tidak kalah 

banyak dari para pesaingnya. (Puspita et al., 2022). 

Aplikasi Shopee sudah dikenal luas sebagai salah satu 

platform online terbesar di Indonesia yang memberikan gratis 

ongkir serta harga produk murah. Kehadiran ShopeeFood 

menjadi pilihan baru untuk pecinta kuliner di Indonesia selain 

GoFood ataupun GrabFood. Pengguna ShopeeFood juga 

ditawarkan diskon makanan sampai dengan 50% sehingga 

menarik minat banyak masyarakat. (Ririn Anggraini, Yike Diana 

Putri, 2023). 

2. Jenis diskon bersyarat pada Layanan Online Food Delivery  

Layanan GoFood, GrabFood, ShopeFood menawarkan berbagai 

macam diskon seperti diskon gratis ongkir, diskon minimal transaksi, 

serta diskon menggunakan pembayaran tertentu. Pada poin ini peneliti 

mengambil data melalui website masing-masing layanan Online Food 

Delivery yang tentu menawarkan bermacam-macam diskon pada 

masing-masing layanannya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 

data yang diambil dari salah satu merchant yaitu Martabak Amygos. 

Peneliti mengambil data dari merchant tersebut karena pada ketiga 

layanan Online Food Delivery, martabak tersebut memperoleh rating 

tertinggi dengan banyak pelanggan. Berikut adalah data yang diambil 

dari merchant Martabak Amygos:    
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a. Layanan GoFood 

Pada layanan GoFood, terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi pelanggan jika hendak mendapatkan diskon, berikut 

beberapa syaratnya: 

                               Table 1 Syarat mendapatkan diskon pada layanan GoFood 

Syarat Diskon 

Minimal 

Transaksi 

Metode Pembayaran 

Rp 120.000 GoPay, Tunai, Kartu 

Pembayaran, Bank Jago, 

GoPay Coins, GoCorp 

35% s.d Rp 

55.000 

Rp 100.000 GoPay, PayLater, Bank 

Jago, GoPay Coins, 

GoCorp, Tunai, Kartu 

pembayaran 

40% s.d Rp 

31.000 

Rp 250.000 Kartu kredit Permata Bank Rp 25.000 

(GoFood 

Partner) 

Rp 100.000 Kartu kredit CIMB Niaga 20% s.d Rp 

20.000 (GoFood 

Partner) 

Rp 100.000 Kartu kredit DBS Vantage Rp 10.000 

(GoFood 

Partner) 

Rp 80.000 Kartu debit BTN Rp 17.000 

(GoFood 

Partner) 

Rp 150.000 Kartu debit Mandiri Rp 15.000 

(GoFood 

Partner) 
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Rp 75.000 Kartu debit CIMB Niaga Rp 15.000 

(GoFood 

Partner) 

Sumber: Website layanan GoFood, diakses pada tanggal 29 

Agustus 2025 

  

Diskon yang ditawarkan oleh layanan GoFood bermacam-

macam. Mulai dari pembayaran menggunakan tunai, GoPay, 

PayLater, kartu pembayaran bank Bank Jago, mulai dari yang 

paling tinggi adalah diskon 35% sampai dengan Rp 55.000, 

dengan minimal pembelanjaan yang juga cukup tinggi yaitu Rp 

120.000 dengan persyaratan metode pembayaran tunai, kartu 

pembayaran baik debit maupun kredit dari bank konvensional, 

serta berbagai fasilitas yang disediakan oleh aplikasi GoJek yaitu 

Bank Jago, Gopay Coins, GoCorp.  

b. Layanan GrabFood 

Pada layanan GrabFood, terdapat beberapa syarat yang 

harus dipenuhi pelanggan jika hendak mendapatkan diskon, 

beberapa syarat tersebut yaitu sebagai berikut. 

                            Table 2 Syarat mendapatkan diskon pada layanan GrabFood 

Syarat Diskon 

Minimal 

Transaksi 

Metode Pembayaran 

Rp 600.000 Kartu kredit Danamon Rp 180.000 

Rp 300.000 Kartu kredit DBS Vantage Rp 51.000 

Rp 150.000 Kartu kredit Mandiri Rp 35.000 

Rp 100.000 Kartu kredit BNI AMEX 

Vibes 

Rp 30.000 

Rp 150.000 Kartu kredit HSBC Rp 25.000 

Rp 200.000 Kartu kredit Permata Rp 20.000 
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Rp 125.000 Kartu kredit BNI Platinum, 

Precious, Signature, World, 

Ultimate, Infinite 

Rp 20.000 

Rp 300.000 Kartu debit Maybank Rp 50.000 

Rp 50.000 Kartu debit BTN Prospera Rp 20.000 

Rp 150.000 Kartu debit Mandiri Rp 15.000 

Rp 50.000 Kartu shar-E Debit 

Muamalat Classic, 

Muamalat Gold, Muamalat 

Ihram 

Rp 10.000 

Rp 100.000 Kartu BTN Prioritas Rp 30.000 

Tanpa 

minimal 

transaksi  

Semua pembayaran Rp 50.000 

Sumber: Website layanan GrabFood, diakses pada tanggal 29 

Agustus 2025 

Pada layanan GrabFood, diskon yang ditawarkan terdapat 

beberapa jenis dengan persyaratan tertentu, penawaran yang 

paling tertinggi salah satunya diskon sampai dengan Rp 180.000 

dengan minimal transaksi yang juga tinggi yaitu Rp 600.000, 

namun diskon ini mempunyai persyaratan khusus yaitu jika 

memang ingin menggunakan diskon tersebut, maka wajib 

melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit dari Bank 

Danamon. Terdapat juga diskon pada semua metode pembayaran, 

namun hanya mendapatkan diskon sampai dengan Rp 50.000 

saja.  

c. Layanan ShopeeFood 

Pada layanan ShopeeFood, terdapat beberapa syarat yang 

harus dipenuhi pelanggan jika hendak mendapatkan diskon, 

beberapa syarat tersebut yaitu sebagai berikut. 
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                          Table 3 Syarat mendapatkan diskon pada layanan ShopeeFood 

Syarat Diskon 

Minimal 

Transaksi 

Metode Pembayaran 

Rp 100.000 Kartu kredit Mandiri 45% s.d Rp 50.000 

Rp 100.000 Kartu kredit/debit Bank 

Mega Syariah, Syariah 

Card 

40% s.d Rp 45.000 

Rp 150.000 Kartu kredit Digibank Rp 15.000 

Rp 100.000 Kartu kredit Bank 

Mega 

Rp 20.000 

Rp 225.000 Kartu debit BNI Rp 40.000 

Tanpa 

minimal 

transaksi 

Spay Later 90% s.d Rp 45.000 

Rp 80.000 Spay Later Ongkir 

Tanpa 

minimal 

transaksi 

Semua pembayaran 50% s.d Rp 15.000 

Rp 40.000 Semua pembayaran Ongkir 

Tanpa 

minimal 

transaksi 

Semua pembayaran Ongkir 

Rp 30.000 Semua pembayaran 20% s.d Rp 10.000 

Rp 100.000 Semua pembayaran 10% s.d Rp 

200.000 

Sumber: Website layanan ShopeeFood, diakses pada tanggal 29 

Agustus 2025 

Layanan ShopeeFood menawarkan diskon dengan syarat 

tertentu seperti penawan yang paling tinggi adalah diskon 45% 
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sampai dengan Rp 50.000 dengan syarat minimal transaksi Rp 

100.000 dan metode pembayaran menggunakan kartu kredit 

mandiri. Selain itu, dengan metode pembayaran ShopeePayLater 

juga menawarkan diskon yang cukup tinggi dengan 90% sampai 

dengan Rp 45.000 tanpa minimal transaksi. Sebaliknya, jika 

menggunakan semua pembayaran, diskon yang ditawarkan tidak 

terlalu tinggi yaitu diskon 20% sampai dengan Rp 10.000 dengan 

minimal transaksi Rp 30.000 saja. 

Dari hasil data yang diambil, peneliti mengelompokkan 

metode pembayaran pada ketiga layanan Online Food Delivery 

sebagai berikut. 

                            Table 4 Pengelompokan metode pembayaran Online Food Delivery 

Jenis 

pembayaran 

Pembayaran 

GoFood 

Pembayaran 

GrabFood 

Pembayaran 

ShopeeFood 

Tunai Tunai Tunai Tunai 

E-wallet GoPay, 

LinkAja 

Ovo, LinkAja SPay 

PayLater GoPay Later Ovo PayLater SPay Later 

Kartu 

pembayaran 

bank 

konvensional 

Kartu debit 

dan kredit 

bank 

konvensional 

Katu debit 

dan kredit 

bank 

konvensional 

Kartu debit 

dan kredit 

bank 

konvensional 

Kartu 

pembayaran 

bank syariah 

Kartu debit 

dan kredit 

bank syariah 

Kartu debit 

dan kredit 

bank syariah 

Kartu debit 

dan kredit 

bank syariah 

Bank digital Bank Jago Superbank, 

Maybank 

SeaBank 

 Sumber: Website layanan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, 

diakses pada tanggal 29 Agustus 2025 

Layanan Online Food Delivery memberikan fasilitas 

metode pembayaran yang berbeda. Peneliti mengelompokkan 
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ketiga layanan tersebut, namun mayoritas pada metode 

pembayaran ketiga aplikasinya sejenis, hanya berbeda pada 

namanya saja. Pada ketiga layanan tersebut, metode pembayaran 

yang digunakan untuk mendapatkan syarat diskon adalah dengan 

pembayaran tunai, uang elektronik e-wallet seperti GoPay, Ovo, 

ShopeePay, LinkAja, pembayaran dengan menggunakan 

paylater, yaitu GoPay Later, Ovo PayLater, ShopeePayLater, 

kartu pembayaran debit dan kartu kredit bank konvesional 

maupun bank syariah, serta pembayaran menggunakan bank 

digital seperti Bank Jago, Superbank, dan Seabank.  

 

B. Pembahasan  

Pembahasan pada hasil penelitian menggunakan pendekatan normatif 

yang mengacu pada pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana 

hukum diskon pada layanan Online Food Delivery dalam perspektif syariah. 

Pada pembahasan ini, peneliti membagi menjadi lima pokok pembahasan 

yaitu diskon menggunakan e-wallet, paylater, kartu debit, kartu kredit, dan 

bank digital. Berikut pembahasannya : 

1. Hukum Penggunaan Diskon pada Metode Pembayaran E-Wallet 

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang 

Elektronik Syariah,  pada pasal kelima menjelaskan mengenai 

Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang 

Elektronik, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib 

terhindar dari transaksi yang mengandung unsur ribawi, gharar, maysir, 

tadlis, risywah, dan israf, serta tidak boleh digunakan untuk transaksi 

yang melibatkan barang atau kegiatan yang haram maupun maksiat. 

DSN-MUI telah menetapkan fatwa terkait e-wallet atau uang 

elektronik, yang menjelaskan bahwa penggunaan e-wallet dianggap sah 

menurut hukum Islam apabila memenuhi beberapa ketentuan, 

diantaranya; e-wallet diterbitkan berdasarkan sejumlah uang yang 
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disetorkan kepada penerbit terlebih dahulu, nilai uang tersebut 

disimpan secara digital dalam media yang telah terdaftar, dana yang 

dikelola oleh penerbit e-wallet tidak boleh diperlakukan seperti dana 

perbankan yang bisa menghasilkan bunga, karena hal tersebut dapat 

memicu unsur riba, serta e-wallet digunakan sebagai alat transaksi 

antara pengguna dan pedagang, bukan untuk disimpan oleh penerbit. 

(Sunarsa & Fauzi, 2023) 

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang 

Elektronik Syariah merupakan pedoman hukum yang diterbitkan oleh 

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia sebagai acuan 

dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada penggunaan uang 

elektronik. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga 

keuangan syariah di Indonesia dalam mengelola dan menerapkan 

sistem uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip 

syariah. (Danis et al., 2024) 

Produk e-wallet banyak diminati masyarakat karena menawarkan 

sejumlah keuntungan bagi pengguna yang melakukan pengisian saldo, 

seperti voucher gratis ongkir, potongan harga, dan cashback. Berbagai 

jenis voucher tersebut mulai dari cashback, diskon, hingga gratis ongkir 

disediakan oleh platform e-wallet bertujuan  untuk menarik minat dan 

meningkatkan loyalitas penggunanya (Ardiningrum et al., 2022). 

Dalam mekanisme pemberian bonus seperti diskon, gratis ongkir, dan 

cashback, pengguna hanya dapat memperoleh keuntungan tersebut 

ketika melakukan pembayaran menggunakan e-wallet. Dengan 

demikian, akad yang terjadi menunjukkan adanya ketentuan bahwa 

bonus diberikan jika transaksi dilakukan melalui uang elektronik. 

Akibatnya, bentuk perjanjian tersebut menyerupai akad jual beli yang 

disertai syarat tertentu. (Arifin et al., 2024) 

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut 

menawarkan beberapa produk diskon jika pembayaran menggunakan 

e-wallet. Syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang 
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menyatakan bahwa syarat dalam jual beli menjadi tidak sah ketika 

terdapat riba dalam transaksi jual beli. Korelasinya antara syarat 

tersebut yaitu bank penampungan e-wallet pada masing-masing 

platform layanan Online Food Delivery ditempatkan pada bank 

konvensional. 

Hal tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017 pasal keenam dalam Ketentuan Khusus, menetapkan 

ketentuan tambahan terkait uang elektronik, yaitu bahwa seluruh dana 

atau saldo uang elektronik yang dikelola penerbit wajib ditempatkan 

pada bank syariah. Selain itu, apabila kartu uang elektronik sebagai 

media transaksi hilang, maka saldo yang tersimpan di penerbit tidak 

boleh ikut hilang. Transaksi e-wallet pada layanan Online Food 

Delivery seperti GoPay, OVO, ShopeePay sesuai dengan akad qardh 

apabila pengguna e-wallet memperoleh potongan harga atau 

keuntungan dari mitra penyedia layanan, dan hal ini tidak 

diperbolehkan. Selain itu, hal yang mendasari dilarangnya e-wallet 

sesuai dengan DSN-MUI DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/ X/2017, yang 

mana e-wallet seperti GoPay, ShopeePay, dan OVO tidak dikeluarkan 

oleh Bank Syariah sehingga bertentangan dengan fatwa tersebut. 

(Nurfadhilah et al., 2023)  

Menurut Muhamad Arifin Badri, saldo yang tersimpan dalam e-

money atau e-wallet pada dasarnya berstatus sebagai piutang 

perusahaan kepada pengguna, karena uang tersebut dikelola oleh pihak 

penyedia layanan. Jika kemudian pengguna memperoleh diskon, 

potongan harga, atau bonus karena menggunakan saldo tersebut, maka 

tambahan manfaat itu dinilai berasal dari akad piutang (qardh). Dalam 

kaidah fiqih, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat termasuk 

riba, sehingga diskon yang muncul akibat adanya dana yang 

“mengendap” dipandang sebagai bentuk riba. Oleh karena itu, penting 

memahami struktur akad dalam transaksi digital agar dapat menilai 
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apakah suatu promo murni strategi jual beli atau terkait dengan unsur 

piutang yang berpotensi mengandung riba. (Fatwa TV, 2023) 

Hal ini juga didukung oleh pendapat pakar Fiqih Muamalah yang 

lain, yaitu Oni Sahroni mengatakan bahwa terdapat tiga kriteria penting 

dalam melakukan transaksi menggunakan e-wallet yang sesuai syariah 

yaitu, pertama bank penampungannya harus ditempatkan pada bank 

syariah, dimana jumlah nominal e-wallet yang ada pada penerbit 

ditempatkan di bank syariah, kedua transaksi e-wallet hanya digunakan 

sebagai alat bayar untuk membeli barang atau jasa yang halal, artinya 

tidak boleh jika transaksi tersebut untuk pembelian haram seperti 

khamr, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penerbit tidak bekerja 

sama dengan merchant yang menjual barang atau jasa yang haram. 

Ketiga, jika terdapat diskon/cashback, maka hal ini tidak boleh 

diperjanjikan atau dipersyaratkan oleh penerbit kepada customer saat 

transaksi yang dilakukan baik itu pinjaman (qardh) atau titipan (wadiah) 

yang digunakan oleh penerbit. (Ideation, 2021) 

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah jika terdapat diskon 

yang sudah diperjanjikan diawal, contohnya ketika pengguna ingin 

mendapatkan diskon, maka wajib membayar menggunakan e-wallet, 

serta pihak penerbit e-wallet menjanjikan kepada pengguna jika 

pembayaran menggunakan e-wallet, pengguna akan selalu 

mendapatkan diskon yang sama. Pada penerapannya, tidak ada 

perjanjian diawal karena mayoritas dalam layanan Online Food 

Delivery, mendapat diskon jika menggunakan semua metode 

pembayaran. Namun, dari sisi fatwa DSN-MUI telah memberikan 

arahan bahwa apabila ingin mendapatkan diskon/cashback melalui e-

wallet, lebih baik menggunakan e-wallet yang sesuai kriteria syariah, 

seperti LinkAja Syariah. Selain itu, LinkAja Syariah juga tidak 

memberikan penawaran khusus seperti diskon, cashback kepada 

penggunanya, jadi memakai diskon melalui pembayaran LinkAja 

Syariah diperbolehkan. LinkAja Syariah memperoleh sertifikat dari 
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DSN-MUI serta izin dari Bank Indonesia untuk mengembangkan 

layanan pembayaran elektronik berbasis server. Sumber : Website DSN-

MUI, Senarai Prouk Syariah  

LinkAja Syariah merupakan uang elektronik pertama di 

Indonesia yang disertifikasi MUI dan dikembangkan dari aplikasi 

LinkAja oleh PT Fintek Karya Nusantara untuk memfasilitasi transaksi 

sesuai prinsip syariah. Diluncurkan pada 14 April 2020, layanan ini 

menyediakan berbagai fitur seperti pembayaran, donasi, ZISWAF, haji 

dan umrah, investasi dan asuransi syariah, hingga belanja dan layanan 

publik. Perbedaan utama dengan LinkAja reguler terletak pada 

penyimpanan dana, di mana dana LinkAja Syariah disimpan di bank 

syariah, serta penerapan prinsip ta’awun (tolong menolong), tawazun 

(menjaga keseimbangan), dan rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi 

seluruh alam) dalam transaksi. Dengan menghindari riba dan gharar 

serta menjunjung keadilan dan transparansi, penggunaan LinkAja 

Syariah dinilai mubah karena telah memenuhi ketentuan syariat Islam 

(Istiqom Shinta Hardiyanti et al., 2024). 

2. Hukum Penggunaan Diskon pada Metode Pembayaran Paylater 

PayLater dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti 

berbelanja di e-commerce, memesan tiket maupun hotel, hingga 

mengakses layanan transportasi online. Fasilitas ini memiliki beberapa 

keunggulan, di antaranya proses pendaftaran yang cepat, pilihan tenor 

yang bervariasi, serta adanya berbagai promo seperti diskon dan 

cashback. Di samping itu, layanan PayLater juga memiliki sejumlah 

kelemahan, seperti biaya tambahan atau bunga, denda apabila terjadi 

keterlambatan pembayaran, risiko gagal bayar, dan potensi mendorong 

perilaku konsumtif. (Prastiwi & Fitria, 2021) 

Transaksi menggunakan paylater sudah memenuhi rukun dan 

syarat qard baik dari segi aqid karena sudah terbentuknya suatu 

kesepakatan antara kedua pihak, terdapat objek yang diperjual belikan, 

serta sighat (ijab qabul) dalam sistem paylater yaitu terbentuknya 
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konfirmasi transaksi antara kedua belah pihak melalui aplikasi online 

yang sudah sesuai dengan akad qarh. Namun pada praktiknya, 

penerapan paylater dalam layanan Online Food Delivery mengandung 

unsur riba yaitu terdapat penambahan sehingga dapat mengganggu 

transaksi tersebut. (Ahmad Rifai, Tutik Hamidah, 2024) 

Riba yang muncul karena hutang piutang terbagi menjadi dua 

jenis yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh yaitu suatu 

tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan di awal perjanjian 

antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Sedangkan riba jahiliyah 

yaitu riba yang muncul karena keterlambatan pelunasan utang yang 

telah melebihi batas waktu dalam perjanjian (Ahmad Rifai, Tutik 

Hamidah, 2024). Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah) pasal kedua mengenai 

Hukum Bunga (Interest) yang menjelaskan bahwa; “Riba adalah 

tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan 

dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut 

riba nasi’ah.” 

Mekanisme paylater memiliki kemiripan dengan sistem jual beli 

konvensional, dengan perbedaan terletak pada skema pembayaran yang 

dilakukan secara cicilan dan disertai bunga sebesar 2,95% untuk setiap 

periode pembayaran. Selain itu, sistem ini juga menerapkan denda 

sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Berdasarkan 

definisi riba yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik paylater ini 

mengandung dua unsur riba, yakni riba qardh dengan tambahan 2,95% 

yang telah disepakati dalam akad pinjam-meminjam, dan riba jahiliyah, 

yaitu denda 5% yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran 

melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. (Ahmad Rifai, Tutik 

Hamidah, 2024) 

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut 

menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran 

menggunakan paylater. Syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama 
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Hanabilah yang menyatakan bahwa syarat dalam jual beli menjadi tidak 

sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Hal ini berdasarkan 

pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 04 

Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater pasal 

kedua tentang ketentuan hukum dijelaskan bahwa sistem paylater 

menggunakan akad qard atau hutang piutang  yang di dalamnya ada 

ketentuan bunga, artinya pembelian dengan menggunakan paylater 

hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.  

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan yang 

menawarkan berbagai macam diskon dan promo yang menarik 

perhatian pengguna untuk bertransaksi. Keberadaan diskon tersebut 

menjadi salah satu faktor utama yang menarik minat banyak masyarakat 

menggunakan metode pembayaran paylater (Laili & Karimah, 2025). 

Namun, hal inilah yang menjadikan pengguna paylater lebih 

berperilaku konsumtif yang tidak disadari. (Salsabila & Muchlis, 2025) 

Dalam sistem pemberian bonus seperti diskon, gratis ongkir, dan 

cashback, pembeli hanya dapat memperoleh keuntungan tersebut jika 

melakukan pembayaran menggunakan paylater. Artinya, akad yang 

terjadi menetapkan bahwa bonus diberikan dengan syarat pembayaran 

menggunakan sistem paylater. Kondisi ini membuat perjanjian tersebut 

menyerupai jual beli yang disertai syarat tertentu.  

Sebagaimana kaidah fiqih dibawah ini : 

فَعَةً فَ هُوَ ربًَ   كُلُّ قَ رْضٍ جَرَّ مَن ْ

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang 

berpiutang, muqridh) adalah riba.” 

Dari kaidah fiqih tersebut dapat disimpulkan pada penerapan 

layanan Online Food Delivery, biasanya pengguna baru paylater selalu 

diperjanjikan akan mendapatkan diskon yang cukup besar. Hal ini 

tentunya menjadikan masyarakat lebih tertarik lagi terhadap 

penggunaan paylater, yang akhirnya pengguna mulai mendaftarkan 
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untuk paylater. Inilah yang disebut manfaat bagi yang memberikan 

hutang (muqridh), pihak tersebut mendapatkan keuntungan dari 

pengguna yang sudah mendaftarkan diri menjadi anggota paylater 

tersebut. Ketika pengguna mulai menggunakan paylater yang sudah 

jelas terdapat bunga di dalam praktiknya, munculah hukum bahwa 

penggunaan produk yang dikeluarkan paylater baik itu diskon, 

cashback, dan lain-lain, maka hal ini diharamkan dan tidak sesuai 

dengan prinsip syariah. 

Sebagaimana pendapat pakar fiqih muamalah, Oni Sahroni 

mengatakan bahwa Paylater berarti membeli secara tidak tunai dengan 

sistem hutang piutang yang melibatkan pihak ketiga. Pihak pertama, 

yaitu sebagai pembeli, pihak kedua sebagai penjual, serta pihak ketiga 

sebagai kreditur. Ketika terdapat konsep yang menjelaskan bahwa 

dalam sistem paylater itu pihak ketiga memberikan pinjaman, 

kemudian pembayarannya melebihi pokok pinjaman, maka hal itu 

dikategorikan sebagai riba. Jika paylater yang digunakan tidak 

memiliki sertifikat syariah dari DSN-MUI, alangkah baiknya jangan 

dipergunakan, dan memilih metode pembayaran yang lain seperti kartu 

kredit syariah (yang termasuk dalam sistem pinjaman), atau 

menggunakan kartu debit syariah, e-wallet yang sesuai syariah, serta 

sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). (Muamalah Daily, 2023) 

Selain itu, menurut Ammi Nur Baits, setiap transaksi utang 

piutang yang mendatangkan manfaat termasuk riba, apapun bentuk 

manfaat tersebut, termasuk diskon. Dalam konteks perkembangan 

teknologi, beliau menilai bahwa financial technology (fintech) 

membuka peluang bagi sebagian lembaga untuk menghimpun dana 

masyarakat tanpa harus menjadi bank, yang proses perizinannya rumit 

dan mahal. Banyak penyedia layanan berlomba-lomba menarik dana 

dengan menawarkan promo seperti diskon jika bertransaksi 

menggunakan kartu debit atau saldo tertentu. Padahal, menurut beliau, 

jika hakikatnya dana yang tersimpan itu adalah utang pihak penyedia 
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kepada pengguna, maka setiap manfaat yang timbul—termasuk 

potongan harga—dianggap sebagai keuntungan dari akad utang 

piutang. Berdasarkan kaidah fiqih bahwa setiap pinjaman yang 

menghasilkan manfaat adalah riba, praktik semacam ini dinilai 

termasuk bentuk riba dalam kemasan modern dan karenanya perlu 

dihindari. (Rindu Islam, 2019) 

3. Hukum Penggunaan Diskon pada Kartu Pembayaran Debit 

Kartu debit diterbitkan oleh perbankan konvensional maupun 

perbankan syariah, yang dapat digunakan untuk pembelian 

makanan/minuman pada layanan Online Food Delivery. Metode 

pembayaran dengan kartu debit otomatis saldonya akan terpotong dari 

rekening pengguna. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor kartu 

debit atau kredit yang tetera di kartu fisiknya. Pada layanan Online 

Food Delivery, tertera metode pembayaran dengan menggunakan kartu 

debit yang salah satunya diterbitkan oleh bank konvensional. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998, bank konvensional adalah lembaga keuangan yang 

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dengan 

memberikan berbagai layanan dalam lalu lintas pembayaran. Dalam 

operasionalnya, bank ini menggunakan dua metode utama, yaitu: 

a. Penentuan bunga sebagai imbalan, baik untuk produk simpanan 

seperti tabungan dan deposito berjangka, maupun untuk produk 

pinjaman (kredit) yang didasarkan pada tingkat bunga tertentu. 

b. Untuk layanan perbankan lainnya, bank mengenakan biaya dalam 

jumlah nominal atau persentase tertentu. 

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 

“konvensional” berarti “berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum 

(seperti adat, kebiasaan, kelaziman)”. Oleh karena itu, bank 

konvensional dapat diartikan sebagai bank yang menjalankan 

operasionalnya dengan menggunakan sistem bunga, karena sistem 

tersebut telah ada sejak dulu yang menjadi kebiasaan. Bank 
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konvensional merupakan bank yang paling banyak ditemukan di 

Indonesia. 

Bank konvensional mempunyai prinsip dasar yang kegiatan 

operasionalnya berdasarkan prinsip ekonomi pada umumnya (non-

syariah), yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial 

semaksimal mungkin bagi pemilik atau pemegang saham. Dalam 

praktiknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga (riba) 

sebagai dasar dalam setiap transaksi keuangannya. Artinya, untuk 

nasabah yang hendak menabung, akan dikenakan bunga sebagai 

imbalan atas jasa yang digunakan, selain itu untuk nasabah yang hendak 

meminjam uang, akan dikenakan juga bunga sebagai biaya pinjaman, 

dan ketika nasabah akan melakukan sebuah investasi, keuntungannya 

juga dihitung berdasarkan persentasi bunga. Prinsip dasar bank 

konvensional adalah pencarian keuntungan melalui mekanisme bunga, 

bukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau nilai-nilai syariah seperti pada 

bank syariah.  (Irsyad, 2023)  

Kegiatan operasional perbankan konvensional yaitu bank 

memberikan keuntungan berupa bunga kepada nasabah sebagai 

imbalan atas dana yang disimpan. Besaran bunga tersebut telah 

ditetapkan sejak awal perjanjian, sehingga nasabah dapat mengetahui 

jumlah keuntungan yang akan diterima. Selain itu, nilai bunga yang 

diberikan tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun kinerja 

keuangan bank yang bersangkutan, artinya nasabah tetap akan 

menerima bunga sesuai kesepakatan, meskipun kondisi ekonomi 

sedang turun atau bank mengalami kerugian. (Firda et al., 2023) 

Bunga (interest) merupakan tambahan biaya atas pinjaman uang 

yang umumnya ditetapkan dalam bentuk persentase dari jumlah dana 

pinjaman. Bunga bank sendiri dapat diartikan sebagai imbalan yang 

diberikan bank kepada nasabah atas simpanannya, sekaligus sebagai 

biaya yang harus dibayarkan nasabah kepada bank atas pinjaman yang 

diterimanya. Dalam sistem perbankan konvensional, terdapat dua jenis 
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bunga yang diberlakukan, yaitu pertama; bunga simpanan, yakni 

imbalan atau keuntungan yang diberikan bank kepada nasabah sebagai 

bentuk apresiasi atau dorongan agar mereka menyimpan dananya di 

bank; kedua bunga pinjaman, yaitu sejumlah biaya atau imbalan yang 

harus dibayarkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank sebagai 

kompensasi atas dana pinjaman yang diterimanya. (Nurita et al., 2024) 

Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 

2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah) pasal kedua mengenai Hukum 

Bunga (Interest) yang menjelaskan bahwa; “Praktek pembungaan uang 

saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman 

Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek 

pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram 

hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, 

baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, 

dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu”.  

Dijelaskan juga pada pasal ketiga bahwasanya; “Untuk wilayah 

yang sudah ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan  Syari’ah dan 

mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang 

didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada 

kantor /jaringan  Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan 

melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional 

berdasarkan prinsip dharurat/ hajat”. Artinya, sifat darurat akan muncul 

ketika di dalam suatu wilayah tidak ada Lembaga Keuangan Syariah. 

Darurat hanyalah bersifat sementara, namun jika sudah tersedia layanan 

Lembaga Keuangan Syariah di wilayah terdekat, maka sifat darurat 

tersebut hilang, dan secara hukum berubah. Sebagaimana dalam hadis 

dibawah ini : 

 آكِلَ الرِ بََ وَمُوكِلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقاَلَ هُمْ سَوَاء . -صلى الله عليه وسلم-لَعَنَ رَسُولُ الِلَِّ 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba 

(rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), peneliti transaksi 
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riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata 

beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, No. 1598). 

Dari penjelasan hadis diatas, riba dikategorikan sebagai dosa 

besar karena praktik ini membuka pintu kezaliman, eksploitasi, dan 

ketidakadilan dalam sistem keuangan. Islam tidak hanya 

mengharamkan riba bagi pihak yang mengambil keuntungan berlebih, 

tetapi juga melarang setiap individu yang ikut mendukung proses 

terjadinya riba. Dalam hal ini, bank konvensional atau lembaga 

keuangan lainnya yang terdapat riba di dalamnya, mereka mendapat 

ancaman dosa karena termasuk peneliti, saksi yang menjalankan 

transaksi riba. Semua bentuk bunga pinjaman, baik di bank 

konvensional, maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk kategori 

riba, sesuai dengan hadis tersebut.  

Selain pembayaran menggunakan kartu debit bank konvensional, 

pada layanan Online Food Delivery terdapat juga metode pembayaran 

menggunakan kartu debit bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa; “Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu 

kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah 

melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah. Selain diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, operasional perbankan syariah juga 

berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 

dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).” 

Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Penjelasan 

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa; 

“Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang 
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bertentangan dengan prinsip syariah, seperti  larangan riba (bunga), 

gharar (penipuan), maysir (perjudian), larangan berbuat zalim yaitu 

transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, larangan 

investasi dalam bisnis yang dianggap haram (misalnya, alkohol, dan 

produk berbahan babi). Perbankan Syariah tetap berpegang pada 

prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah) 

yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial.” 

Dalam perbankan syariah, transaksi keuangan harus mematuhi 

prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem perbankan 

konvensional, yang mengenakan bunga kepada peminjam, perbankan 

syariah melarang praktik tersebut. Sebagai alternatif, bank syariah 

menyediakan pembiayaan melalui berbagai akad, seperti mudharabah 

(kerja sama antara pihak bank dan nasabah dengan menerapkan sistem 

bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang 

disepakati), serta musyarakah (kerjasama antara dua pihak untuk 

mendanai suatu proyek atau investasi). 

Tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk mewujudkan 

keadilan ekonomi, mencegah praktik eksploitasi, dan memastikan 

bahwa transaksi keuangan memberikan manfaat bagi kesejahteraan 

sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini, praktik perbankan syariah 

telah berkembang pesat di berbagai negara dengan mayoritas 

masyarakat muslim dan menarik minat di kalangan non-muslim karena 

prinsip-prinsip keadilan dan tranparansi yang di terapkan dalam 

operasional perbankan syariah tersebut. (Yarham et al., 2023) 

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah mengeluarkan alat 

pembayaran non tunai dengan media elektronik yang pada umumnya 

berbasis kartu antara lain seperti kartu kredit (syariah card), kartu debit 

(debit card) dan Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM). Kartu kredit (syariah card) diterbitkan oleh Bank 

Syariah, sedangkan kartu debit (debit card) dan kartu ATM hanya 

diterbitkan oleh seluruh bank, baik bank konvensional maupun bank 
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syariah. Selain itu, bank syariah juga menerapkan fasilitas pembayaran 

non tunai melalui internet/mobile banking seperti e-money, e-wallet, 

Qris yang sangat memberikan kemudahan dalam penggunaan dan 

pengembangan teknologi.  

Undang-Undang Perbankan Syariah telah mengatur dengan ketat 

mengenai larangan riba yang sebagai prinsip utama dalam ekonomi 

syariah. Konsep riba dalam Islam merujuk pada praktik pemberian 

maupun penerimaan tambahan dalam suatu transaksi keuangan yang 

tidak didasarkan pada prinsip keadilan dalam pertukaran atau 

keseimbangan tanggung jawab antara pihak yang terlibat. Larangan 

riba dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari perspektif agama, 

melainkan perspektif ekonomi yang luas. Riba dipandang sebagai 

penyebab ketidakstabilan ekonomi karena berpotensi menimbulkan 

ketidakadilan sosial serta ketimpangan dalam distribusi kekayaan di 

masyarakat. 

Oleh karena itu, larangan terhadap riba bukan hanya ketentuan 

formal dalam Undang Perbankan Syariah, tetapi juga mencerminkan 

nilai-nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan 

mewujudkan keadilan, inklusif, dan keberlanjutan dalam keuangan. 

Dalam praktik perbankan syariah, pemahaman yang mendalam 

mengenai larangan riba sangat penting untuk menjaga kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memastikan bahwa 

kegiatan perbankan sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Haikal et 

al., 2024) 

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut 

menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran 

menggunakan kartu debit bank konvensional maupun syariah. Dalam 

kartu debit bank konvensional, syarat tersebut sesuai dengan pendapat 

ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa dalam jual beli menjadi tidak 

sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Sedangkan, jika 
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menggunakan diskon melalui pembayaran bank syariah, diperbolehkan 

karena sudah sesuai dengan prinsip Islam. 

Sebagaimana pendapat ahli Fiqih Muamalah, Oni Sahroni 

mengatakan bahwa saat ini, tidak ada alasan bagi masyarakat muslim 

untuk menggunakan rekening bank konvensional, apalagi fungsinya 

sebagai alat pembayaran ketika sedang berbelanja. Pada saat ini, 

seluruh benefit baik di perbankan konvensional maupun syariah itu 

setara. Oleh karena itu, jika hendak melakukan transaksi jual beli, lebih 

baik menggunakan kartu debit/kredit bank syariah yang mayoritas 

fasilitasnya sama dengan bank lain. Metode pembayaran syariah yang 

dimaksud seperti mobile banking bank syariah, kartu debit dan kredit 

syariah card, QRIS, LinkAja Syariah, yang biasanya benefitnya sama. 

Sebagai seorang muslim yang baik, menjauhi hal-hal yang jelas 

diharamkan seperti bank konvensional adalah tindakan yang tepat, 

dengan cara tidak bermuamalah dan menggunakan seluruh produk yang 

diterbitkan oleh bank konvensional, contohnya menggunakan kartu 

kredit namun tidak melampaui jatuh tempo, atau menggunakan paylater 

yang hanya menggunakan biaya administrasi, padahal hal tersebut 

hanyalah strategi marketing saja. Selama ada fitur alternatif syariah, 

jangan gunakan produk perbankan konvensional baik ada riba atau 

tidak. (Ideation, 2021) 

Selain itu, pendapat ahli fiqih muamalah yang lain yaitu menurut 

Muhamad Arifin Badri, voucher atau diskon yang diberikan kepada 

nasabah karena memiliki simpanan dan bertransaksi menggunakan 

kartu debit bank konvensional pada hakikatnya merupakan keuntungan 

yang lahir dari hubungan dengan bank berbasis riba. Saat nasabah 

berbelanja, terjadi perputaran dana yang menguntungkan pihak bank, 

dan bonus tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan 

transaksi. Karena manfaat itu muncul akibat adanya dana yang 

disimpan di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, maka 

keuntungan berupa voucher, potongan harga, atau penghematan 
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pembayaran dinilai termasuk kategori riba, baik dalam bentuk 

tambahan nilai maupun pengurangan kewajiban pembayaran. Oleh 

sebab itu, menurut beliau, voucher atau diskon semacam ini sebaiknya 

tidak dimanfaatkan dan boleh untuk ditinggalkan sebagai bentuk 

kehati-hatian dalam bermuamalah. (Fatwa TV, 2021) 

4. Hukum Penggunaan Diskon pada Kartu Pembayaran Kredit 

Menurut (Abdul Sumarlin, Helmy Syamsuri, 2024) penggunaan 

kartu kredit melalui beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan 

sebagai berikut.  

a. Pemegang kartu membuat perjanjian terlebih dahulu dengan 

pihak penerbit kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, 

penerbit mengeluarkan kartu kredit atas nama pemegang kartu, 

maka dengan kartu tersebut, pemegang dapat melakukan 

pembelian di toko atau penyedia jasa yang sebelumnya pedagang 

(merchant) telah mengadakan perjanjian dengan penerbit. 

b. Pemegang kartu melakukan perjanjian jual beli dengan pedagang 

(merchant). 

c. Setelah transaksi dilakukan, pedagang (merchant) mengajukan 

tagihan kepada pihak penerbit kartu kredit, kemudian penerbit 

membayarkan nilai transaksi terlebih dahulu kepada pedagang, 

dan penerbit berhak memperoleh komisi dari pihak pedagang atas 

layanan tersebut.  

d. Pada waktu yang telah ditentukan, penerbit kartu kredit akan 

melakukan penagihan kembali kepada pemegang kartu. 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa 

berinteraksi dengan sesamanya. Fitrah manusia manusia tidak mampu 

menjalani kehidupan seorang diri tanpa memerlukan bantuan orang 

lain. Oleh sebab itu, kerja sama menjadi hal penting agar berbagai 

permasalahan hidup dapat diselesaikan dengan baik. Pada dasarnya, 

kartu kredit yang berlandaskan pada akad utang ini bertujuan untuk 

saling membantu, karena secara logika, seseorang tidak akan berutang 
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kecuali dalam kondisi darurat atau benar-benar membutuhkan. 

(Nurzakka, 2021).  

Contoh dari hadis yang menganjurkan untuk saling tolong-

menolong adalah : 

نْ ياَ، نَ فَّسَ اللهُ عَنهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ القِياَمَةِ مَنْ  نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ  

“Barang siapa yang membantu menghilangkan beban orang lain, 

maka Allah pasti akan menghilangkan bebannya kelak di hari kiamat.” 

(HR. Muslim). 

Hadis tersebut juga sesuai dengan semangat dari ayat Al-Qur’an 

yang berbunyi: 

 وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِ  وَالت َّقْوهىۖ وَلَا تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْاِثِْْ وَالْعُدْوَانِۖ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan”. (Q.S Al- Maidah: 2). 

Dari ayat dan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat 

menganjurkan perbuatan yang baik seperti tolong menolong kepada 

sesamanya. Namun, menjadi muslim yang baik tidak diperbolehkan 

tolong menolong dalam hal keburukan, salah satunya riba yang sudah 

jelas diharamkan. Pada dasarnya, kartu kredit dapat menjadi alat yang 

bermanfaat jika digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab, 

namun juga memiliki risiko yang perlu dihindari, khususnya hal-hal 

yang terkait dengan riba (bunga) dan perilaku konsumtif yang 

berlebihan. (Ahmad Taufik Maulana & Muhammad Fakkri, 2024). 

Adanya konsep riba dalam mekanisme kartu kredit pada bank 

konvensional menimbulkan permasalahan dalam prinsip ekonomi 

secara syariah. 

Dalam Islam, sistem keuangan dan transaksi diatur berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya riba (bunga), gharar 

(ketidakpastian), serta praktik yang dianggap tidak adil. Sebagian 

ulama menilai bahwa penggunaan kartu kredit mengandung unsur riba 
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dan gharar sehingga hukumnya haram. Mereka berpendapat bahwa 

transaksi dengan kartu kredit melibatkan penggunaan dana yang belum 

dimiliki secara nyata, yang artinya dana tersebut bukan milik pengguna 

kartu kredit melainkan milik bank penerbit. Selain itu, penggunaan 

kartu kredit mewajibkan pembayaran bunga apabila tagihan tidak 

dilunasi secara penuh pada akhir periode pembayaran. (Amri & Amelia, 

2023) 

Fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 menjelaskan 

tentang ketentuan diperbolehkannya  pengenaan biaya (fee) atas 

transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan 

membership fee, yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjang masa 

keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai bentuk imbalan atas izin 

penggunaan kartu sesuai kesepakatan antara pihak penerbit dan 

pemegang kartu. Selain itu, merchant fee (biaya pedagang) juga 

diperbolehkan, yaitu biaya yang dibayarkan oleh pedagang kepada 

penerbit kartu sebagai kompensasi (ujrah) atas jasa yang diberikan, 

seperti perantara transaksi, pemasaran, dan penagihan. Dalam fatwa 

tersebut juga dijelaskan jika pemegang kartu terlambat melakukan 

pembayaran setelah jatuh tempo, penerbit kartu diperkenankan 

mengenakan ta‘widh atau terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

penerbit kepada pemegang kartu yang ditimbulkan akibat 

keterlambatan tersebut. Denda keterlambatan pembayaran ini 

disalirkan sebagai dana sosial, bukan menjadi hak bank.  

Pada mekanisme kartu kredit syariah, jika nasabah ingin 

menggunakan fasilitas tersebut, maka harus memenuhi beberapa 

kriteria. Kriteria tersebut antara lain nasabah pengguna harus memiliki 

pendapatan atau gaji yang sesuai dengan kebutuhan, serta pengguna 

kartu harus memiliki kemampuan finansial dan kedisiplinan untuk 

melunasi seluruh kewajibannya sebelum jatuh tempo. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari ketidakmampuan nasabah pengguna membayar 

tagihan. (Fajar Dwi Alfian, Muhamad Ikbal Mubarok, 2021).  
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Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Saw., 

bersabda: 

 إِنَّ خَيْْكَُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً 

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang  paling 

baik dalam pembayaran utangnya.” 

Hadis tersebut menegaskan bahwa kesempurnaan iman dan 

karakter seseorang dapat tercermin dari sikapnya terhadap utang. Orang 

yang cepat, tepat, dan baik dalam melunasi utang adalah orang yang 

dipuji oleh Rasulullah Saw., karena ia menjaga amanah, menunjukkan 

tanggung jawab, dan menebarkan keadilan dalam bermuamalah. 

Rasulullah Saw., menekankan bahwa kualitas seorang muslim tidak 

hanya dilihat dari segi ibadahnya, tetapi juga dari akhlak dalam 

hubungan sosial dan transaksi, termasuk ketika berutang.  

Ketentuan mengenai aturan (Dhawabith wa Hudud) dalam 

penggunaan Syariah Card bertujuan untuk menjaga agar seluruh 

aktivitas kartu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kartu ini 

tidak boleh mengandung unsur riba, sehingga penerbit tidak 

mengenakan bunga atas keterlambatan pembayaran, melainkan 

menggunakan sistem biaya jasa (ujrah) yang halal. Selain itu, kartu 

tidak diperkenankan digunakan untuk transaksi yang bertentangan 

dengan syariah, seperti pembelian barang haram, perjudian, atau 

aktivitas lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penggunaan kartu 

juga harus dijauhkan dari perilaku konsumtif atau pengeluaran yang 

berlebihan (israf), salah satunya dengan menetapkan batas maksimal 

pembelanjaan (limit) sesuai kemampuan finansial pemegang kartu. 

(Abdul Sumarlin, Helmy Syamsuri, 2024) 

 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an : 

راً… رۡ تَ بۡذِي ۡ  وكََانَ الشَّيْطهنُ لرِبَ هِ   ٢٦ وَلَا تُ بَذِ 
ريِْنَ كَانُ وْْٓا اِخْوَانَ الشَّيهطِيِْ   ٢٧كَفُوْراً اِنَّ الْمُبَذِ 

“… dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros. Sesungguhnya pemboros pemboros itu adalah saudara-
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saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”  

(Q.S Al-Isra : 26-27). 

Dari ayat diatas, menegaskan bahwa tindakan israf dapat dibenci 

oleh Allah Swt., karena rasa tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan 

(kufur), menjadi sahabat syaitan karena syaitan sangat menyukai hal-

hal yang negatif seperti salah satunya tindakan boros, menjadi orang 

yang tercela, serta menjadi orang yang sesat. Israf adalah tindakan 

berlebih-lebihan yang tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat 

merugikan secara spiritual, sosial, maupun finansial. Al-Qur’an 

menegaskan bahwa Allah tidak menyukai perilaku yang melampaui 

batas dan mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana, teratur, dan 

seimbang. (Admin BFI, 2025). 

Pada layanan belanja Online Food Delivery, terdapat diskon yang 

mensyaratkan metode pembayaran tertentu salah satunya diskon 

menggunakan kartu pembayaran kredit bank konvensional dan syariah. 

Salah satu keunggulan kartu kredit adalah akses luas ke berbagai promo 

dan diskon dari banyak merchant. Dengan kartu kredit, pengguna bisa 

memperoleh potongan harga, cashback, dan penawaran khusus yang 

membantu menghemat pengeluaran. Beragamnya promo ini membuat 

pengalaman belanja lebih hemat dan menarik (Permata Bank, 2024). 

Kartu kredit syariah memberikan kemudahan transaksi sekaligus 

menjaga agar penggunaan tetap sesuai prinsip Islam. Karena bebas riba, 

kartu ini lebih aman dan nyaman digunakan. Manfaatnya meliputi 

kepatuhan syariah, fleksibilitas pembayaran, adanya reward, dorongan 

untuk berkeuangan lebih bijak, serta kegunaannya saat kondisi darurat. 

(Prudential Syariah, 2022). 

Menurut narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti 

(Amin et al., 2025), kartu kredit konvensional cenderung mendorong 

gaya hidup konsumtif karena menerapkan sistem bunga yang dapat 

membuat pengguna semakin terjerat utang. Sebaliknya, kartu kredit 

syariah beroperasi dengan prinsip bebas riba dan menggunakan akad-
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akad yang sesuai syariah, seperti akad ijarah (sewa jasa) atau kafalah 

(jaminan), sehingga tidak ada unsur bunga di dalamnya. Selain itu, 

kartu kredit syariah menawarkan transparansi biaya yang lebih jelas, 

seperti annual fee dan monthly fee, serta menjamin kepatuhan terhadap 

prinsip syariah sehingga bebas riba dan sesuai dengan fatwa MUI. Fitur 

seperti cash rebate juga dapat membantu meringankan biaya bulanan 

bagi pengguna yang disiplin. Namun, dibandingkan dengan kartu kredit 

konvensional, pilihan promo dan diskon pada kartu kredit syariah lebih 

terbatas. Salah satu alasannya adalah kartu kredit syariah sering kali 

terbatas pada promo di merchant halal. Meski demikian, kartu kredit 

syariah tetap memberikan nilai tambah berupa kejelasan akad dan 

jaminan terhindar dari riba, sehingga memberi rasa aman lebih bagi 

penggunanya yang tentunya juga sesuai dengan prinsip syariah.  

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut 

menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran 

menggunakan kartu kredit bank konvensional maupun syariah. Dalam 

kartu kredit bank konvensional, syarat tersebut sesuai dengan pendapat 

ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa dalam jual beli menjadi tidak 

sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Sedangkan, jika 

menggunakan diskon melalui kartu kredit bank syariah, diperbolehkan 

karena sudah sesuai dengan prinsip Islam. 

Menurut Erwandi Tarmizi, ketika seseorang mengajukan dan 

menandatangani perjanjian penerbitan kartu—terutama kartu kredit 

atau fasilitas yang mensyaratkan bunga dan denda keterlambatan—ia 

pada dasarnya telah menyetujui syarat yang mengandung unsur riba. 

Meskipun denda atau bunga itu belum tentu terjadi karena pemegang 

kartu berniat membayar tepat waktu, persetujuan terhadap syarat 

tersebut tetap dipandang sebagai bentuk kerelaan terhadap praktik yang 

diharamkan oleh Allah. Dalam pandangan beliau, akad tidak hanya 

dinilai dari apa yang sudah terjadi, tetapi juga dari komitmen dan 

kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Jika sejak awal seseorang 
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menyetujui adanya bunga atau denda keterlambatan, maka ia telah 

menyetujui mekanisme transaksi ribawi, walaupun belum pernah 

sampai terkena denda tersebut. Oleh karena itu, beliau menekankan 

pentingnya kehati-hatian dalam membaca dan memahami isi akad, 

karena tanda tangan pada formulir berarti persetujuan terhadap seluruh 

konsekuensi yang ada di dalamnya, termasuk jika di dalamnya terdapat 

unsur riba. (Crop Dakwah, 2020) 

Sebagaimana dijelaskan oleh Oni Sahroni dalam kajiannya 

tentang hukum kartu kredit konvensional, penggunaan kartu kredit 

berbasis bunga tidak dibolehkan karena denda keterlambatan termasuk 

riba jahiliyah, dan meskipun pemilik kartu selalu membayar tepat 

waktu, ia tetap dinilai turut mendukung sistem keuangan ribawi. Karena 

itu, umat Islam dianjurkan beralih ke kartu kredit syariah yang 

beroperasi sesuai prinsip syariah. Saat ini kartu kredit syariah sudah 

tersedia luas dengan promo, diskon, dan cashback yang kompetitif 

melalui kerja sama dengan berbagai merchant. Kartu ini diawasi oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta 

mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

melalui Fatwa No. 54, sehingga operasionalnya tetap sesuai dengan 

ketentuan syariah.(Muamalah Daily, 2019). 

5. Hukum Penggunaan Diskon pada Metode Pembayaran Bank Digital 

Bank digital kini saling berkompetisi menawarkan suku bunga 

tinggi dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Selain itu, 

kemudahan dalam proses pembukaan rekening membuat layanan bank 

digital semakin digemari oleh para masyarakat. Kemudahan serta 

berbagai keuntungan yang ditawarkan mendorong masyarakat beralih 

ke layanan berbasis digital ini. Dibandingkan bank konvensional, suku 

bunga yang diberikan bank digital umumnya lebih tinggi. Strategi 

pemberian suku bunga menarik ini digunakan perusahaan agar nasabah 

tetap loyal di tengah persaingan yang ketat, bahkan sering kali besaran 
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bunganya melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang dijamin 

oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (Atallah et al., 2024) 

Menabung di bank dapat dianggap sebagai pilihan yang paling 

tepat karena tidak hanya menjamin keamanan dana, tetapi juga 

memberikan berbagai keuntungan tambahan bagi nasabah. Salah satu 

keuntungan tersebut adalah bunga tabungan, yaitu imbal hasil yang 

diberikan bank atas dana yang disimpan dalam periode tertentu. Selain 

itu, nasabah dapat menikmati berbagai promo menarik, seperti 

potongan harga saat berbelanja di merchant tertentu atau diskon khusus 

di berbagai tempat yang telah bekerja sama dengan bank pilihan. (DBS 

Digibank, 2022) 

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut 

menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran harus 

menggunakan bank digital konvensional. Dalam bank digital 

konvensional, syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah 

yang menyatakan bahwa dalam jual beli menjadi tidak sah ketika 

terdapat riba dalam transaksi jual beli. Sedangkan, jika menggunakan 

diskon melalui pembayaran bank digital syariah, diperbolehkan karena 

sudah sesuai dengan prinsip Islam. 

Dalam kajiannya, menurut Oni Sahroni, praktik pembungaan 

uang yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, termasuk 

bank konvensional, pada dasarnya telah memenuhi unsur riba. Hal ini 

dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga 

(Interest/Fa’idah). Dari fatwa tersebut, munculah keyakinan untuk 

beralih dan bertransaksi melalui lembaga keuangan syariah semakin 

kuat, sebagai alternatif ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip 

syariah. Beliau juga menegaskan bahwa produk-produk bank syariah 

telah memenuhi ketentuan syariah sehingga layak dipilih, baik bagi 

pemilik dana pihak ketiga maupun pengguna dana. Sementara itu, 

menggunakan rekening bank konvensional tanpa adanya unsur syariah 

dinilai tidak diperbolehkan karena dianggap turut serta berkontribusi 
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secara langsung pada aktivitas lembaga keuangan konvensional, 

termasuk praktik kredit berbasis riba dan pengelolaan usaha yang tidak 

halal. (Muamalah Daily, 2022) 

Serta menurut Erwandi Tarmizi, meskipun seseorang tidak 

pernah mengambil bunga dari rekeningnya, tetap saja tidak dibenarkan 

apabila sejak awal ia telah menyetujui adanya sistem bunga dalam akad 

pembukaan rekening. Ketika seseorang menandatangani formulir yang 

memuat ketentuan adanya bunga bulanan, itu berarti ia ridha dan 

menyetujui mekanisme riba tersebut. Dalam pandangan beliau, 

persetujuan terhadap akad yang mengandung riba sudah termasuk 

bentuk keterlibatan dalam transaksi ribawi, meskipun manfaat 

bunganya tidak dimanfaatkan atau belum diterima. Oleh karena itu, 

sikap kehati-hatian dalam memilih lembaga keuangan dan memahami 

isi akad menjadi sangat penting agar tidak terjerumus pada persetujuan 

terhadap praktik yang diharamkan. (Crop Dakwah, 2020) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

seluruh produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional 

termasuk fasilitas diskon maupun cashback tidak diperbolehkan, karena 

lembaga-lembaga tersebut secara jelas menjalankan aktivitas yang 

mengandung riba. Memilih produk keuangan syariah menjadi alternatif 

yang lebih nyaman dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Para 

ulama, ahli fikih, serta praktisi keuangan Islam di berbagai negara juga 

telah sepakat bahwa bunga bank termasuk riba, dan riba hukumnya 

haram. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024) 

Pada layanan Online Food Delivery, metode pembayaran dengan 

bank digital yang digunakan yaitu seperti Digibank, Seabank, Bank 

Jago, Superbank, dan lain-lain. Bank Digital Syariah di Indonesia yang 

juga dapat melakukan pembayaran pada layanan Online Food Delivery 

adalah Bank Jago Syariah. Bank  Jago  Syariah  adalah  aplikasi  

keuangan  yang  berpusat  pada  kehidupan masyarakat di bidang 

keuangan agar lebih mudah, kolaboratif,  dan  inovatif,  sehingga  
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pengguna  dapat  lebih  fokus  menjalani  hidup  bersama  keluarga  dan  

teman.  Bank Jago  dibangun  oleh  para  inovator  handal  yang  

berpengalaman  di  bidang perbankan  digital  dan  pinjaman  keuangan  

segmen  mikro (Mubarok et al., 2023). PT Bank Jago Tbk terdaftar dan 

berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta 

menjadi bagian dari program penjaminan yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Bank Jago Syariah merupakan salah satu bank digital berbasis 

syariah yang menawarkan beragam fitur dalam aplikasinya, seperti 

pembukaan rekening, pencetakan kartu debit, serta layanan perbankan 

lainnya. Sebagai bank digital syariah di Indonesia, Bank Jago Syariah 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan telah sesuai dengan 

fatwa DSN-MUI (Uyun, 2023). Bank Jago Syariah yang sebelumnya 

dikenal dengan PT Bank Artos Indonesia Tbk (Bank Artos) berdiri pada 

tanggal 14 Desember 1992. Pada tahun 2019, Jago memasuki era baru 

dengan mengubah namanya menjadi PT Bank Jago Tbk (Mubarok et 

al., 2023). 

Pada tahun 2020, Gojek melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa 

(GoPay) bergabung sebagai investor strategis non-pengendali dengan 

kepemilikan saham sebesar 22,16% di bank tersebut, sehingga 

meningkatkan modal inti bank menjadi Rp1,3 triliun. Bank Jago 

Syariah dikembangkan sebagai pelopor keuangan digital di Indonesia 

dengan menghadirkan solusi keuangan yang berfokus pada kebutuhan 

kehidupan (life-centric finance solution) dengan tujuan untuk 

memudahkan, menghadirkan inovasi, dan memperkuat kolaborasi 

dalam pengelolaan keuangan. Kemudian, pada September 2021, PT 

Bank Jago Tbk (JAGO) memperkenalkan Unit Usaha Syariah (UUS) 

untuk melayani segmen pasar massal sesuai dengan prinsip syariah, 

dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang berlandaskan 

pada ketentuan tersebut. (Uyun, 2023) 
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6. Pengelompokkan diskon bersyarat melalui metode pembayaran Online 

Food Delivery ditinjau dari perspektif syariah 

Setelah peneliti menganalisis metode pembayaran dalam Online 

Food Delivery menurut perspektif syariah, berikut kesimpulannya : 

                         Table 5 Diskon bersyarat dalam metode pembayaran Online Food 

Delivery 

Metode 

Pembayaran 

Hukum Mazhab Argumen 

E-wallet 

konvensional 

Haram Hanabilah + 

Fatwa DSN-MUI 

No. 116/DSN-

MUI/IX/2017 

tentang Uang 

Elektronik 

Syariah 

Syarat tersebut 

mengandung 

unsur riba karena 

bank 

penampungnya 

masih 

menggunakan 

bank 

konvensional 

Ewallet syariah Halal Hanabilah + 

Fatwa DSN-MUI 

No. 116/DSN-

MUI/IX/2017 

tentang Uang 

Elektronik 

Syariah 

Syarat tersebut 

diperbolehkan 

karena sudah 

sesuai fatwa dan 

mempunyai 

sertifikat halal 

dari DSN-MUI 

Paylater Haram Hanabilah + 

Fatwa MUI Jawa 

Timur Nomor 04 

Tahun 2022 

tentang Transaksi 

Digital dengan 

Sistem Paylater 

Syarat tersebut 

mengandung 

unsur yang 

diharamkan 

karena 

menggunakan 

akad qardh 

dengan bunga di 

dalamnya 

Kartu Debit 

dan kredit 

Bank 

Konvensional 

Haram Hanabilah + 

Fatwa DSN MUI 

Nomor 1 Tahun 

2004 tentang 

Bunga/Interest 

Syarat tersebut 

mengandung 

unsur yang 

diharamkan 

karena 

berkontribusi 

dengan lembaga 

keuangan 

konvensional 
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Kartu Debit 

dan kredit 

Bank Syariah 

Halal Hanabilah + 

Undang-Undang 

No. 21 Tahun 

2008 tentang 

Perbankan 

Syariah 

Syarat tersebut 

diperbolehkan 

karena tidak 

mengandung 

unsur yang 

diharamkan 

Bank Digital Haram Hanabilah + 

Fatwa DSN MUI 

Nomor 1 Tahun 

2004 tentang 

Bunga/Interest 

Syarat tersebut 

mengandung 

unsur yang 

diharamkan 

karena 

berkontribusi 

dengan lembaga 

keuangan 

konvensional 

Bank Digital 

syariah 

Halal Hanabilah + 

Undang-Undang 

No. 21 Tahun 

2008 tentang 

Perbankan 

Syariah 

Syarat tersebut 

diperbolehkan 

karena tidak 

mengandung 

unsur yang 

diharamkan 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil dan 

pembahasan peneliti mengenai hukum penggunaan diskon bersyarat 

melalui metode pembayaran e-wallet, paylater, kartu debit dan kredit 

bank konvensional, kartu debit dan kredit bank syariah, serta bank 

digital. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dan mengambil teori dari 

mazhab Hanabilah bahwa syarat yang dapat merusak jual beli salah 

satunya adalah syarat yang mengandung unsur riba didalamnya. Selain 

dari mazhab Hanabilah, pembahasan mengenai syarat tersebut juga 

berdasarkan Fatwa DSN-MUI serta Undang-Undang mengenai 

perbankan syariah. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan 

mengenai Analisis Hukum Penggunaan Diskon Dalam Metode 

Pembayaran Online Food Delivery dapat diambil kesimpulan bahwa 

pada ketiga aplikasi tersebut terdapat beberapa metode pembayaran yaitu 

pembayaran menggunakan uang elektronik e-wallet, paylater, kartu 

pembayaran debit bank konvensional maupun syariah, kartu pembayaran 

kredit bank konvensional dan syariah, serta pembayaran menggunakan 

bank digital. Dalam perspektif syariah, dan pendapat ahli fikih 

muamalah, penggunaan diskon dalam metode pembayaran Online Food 

Delivery  yang diperbolehkan adalah pembayaran melalui aplikasi e-

wallet Link Aja Syariah yang sudah bersertifikat halal dari DSN-MUI, 

seluruh produk perbankan syariah, baik pembayaran menggunakan kartu 

debit maupun kartu kredit bank syariah serta pembayaran melalui bank 

digital syariah, yaitu bank jago syariah yang sudah sesuai dengan fatwa 

DSN-MUI, dan sudah meresmikan layanan UUS (Unit Usaha Syariah). 

 

B. Saran 

Setelah mengetahui hukum penggunaan diskon melalui 

pembayaran pada aplikasi Online Food Delivery, peneliti menyarankan 

bagi pengguna Online Food Delivery untuk lebih memperhatikan 

kembali metode-metode yang tidak diperbolehkan secara Islam karena 

terdapat unsur ribawinya. Alangkah baiknya, pengguna lebih memilih 

metode pembayaran yang sudah jelas diperbolehkan sejak awal seperti 

pembayaran menggunakan tunai (cash on delivery), pembayaran 

menggunakan produk perbankan syariah, maupun aplikasi uang 

elektronik yang sesuai dengan DSN-MUI yaitu LinkAja Syariah maupun 

bank jago syariah.  
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Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti 

mengkaji lebih banyak sumber referensi terkait dengan persoalan hukum 

penggunaan diskon melalui pembayaran Online Food Delivery. 

Mengingat terdapat beberapa poin pada bab pembahasan yang memiliki 

keterbatasan dalam menemukan referensi yang relevan, poin tersebut 

dapat dijadikan bahan utama untuk penelitian selanjutnya. Saran 

selanjutnya tertuju kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah 

menyediakan regulasi dan jalur khusus untuk metode pembayaran non-

tunai yang sesuai prinsip syariah. Tujuannya agar masyarakat memiliki 

opsi pembayaran digital yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan 

syariah, sekaligus melindungi konsumen dari potensi praktik yang 

merugikan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi digital syariah yang lebih terarah dan berkeadilan. 
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